
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia
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PUTUSAN 
NOMOR: 43/G/2011 /PTUN- JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  ESA

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

memer iksa ,  memutus  dan   menyelesa i kan  sengketa  Tata  

Usaha Negara  pada  Perad i l an  t i ngka t  per tama,   dengan  

Acara  Biasa ,  te lah  menja tuhkan  Putusan   dengan  

per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te rsebu t  d ibawah  

in i   da lam  perkara  anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

SURYA HASAN,  SH,  Warga  Negara  Indones ia ,   Peker jaan  

Notar i s ,  dengan  wi layah  ker j a  dahu lu  

di  Kota  Tangerang  Sela tan  sekarang  

Notar i s  d i  Kota  Admin is t r a s i  Jakar ta  

Utara ,  Wi layah  Jabatan  Prop ins i  

Daerah  Khusus  Ibuko ta  Jakar t a ,  

berdasarkan  Keputusan  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Asas i  Manus ia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  AHU-46.AH.02 .02 -

Tahun  2010,  te r t angga l  24  Jun i  2010,  

bera lamat  di  Ja lan  Janur  Elok  I I  QE 4 

No.  1,  Kelapa  Gading ,  Jakar ta  Utara .  

Dalam hal  in i  member i  kuasa  kepada  :  

Dwiana  Miran t i ,  SH. ,  dan  I r f an ,  SH.  

keduanya  Warganegara  Indones ia ,  

Hal  1 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Advokat  pada  Kantor  Hukum Dwipa  Law 

Fi rm,  bera lamat   d i   Gedung  Wor ld  

Trade  Center  Lanta i  12,  Ja lan  

Jendera l  Sudi rman  Kav.  30,  Jakar ta  

Sela tan  12920.  Berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  te r t angga l   04  Maret  

2011.  Selan ju tnya  d isebu t  sebaga i  

p ihak    . .……………………………………. PENGGUGAT; 

L a w a n 

MAJELIS  PENGAWAS PUSAT NOTARIS,   berkedudukan  di  

Kementer i an  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia ,  Ja lan  

H.R.  Rasuna  Said      Kav.  6- 7,  

Jakar t a  Sela tan .  Dalam  hal  in i  

member i  kuasa   kepada  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

1.  Martua  Batubara ,  SH.   :  

Sekre ta r i s  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.  Daula t  Pandapotan  Si l i t o nga ,  

SH.  M.Hum.  :  Kepala  Bagian  Program 

dan  Pelaporan ,  Di rek to ra t  Jendera l  

Admin is t r a s i  Hukum    Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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3.  Agus Subandr i yo ,  SH.  :  Kasubd i t  

Har ta  Peningga lan  Di rek to ra t  

Perda ta ,  Di rek to ra t  Jendera l  

Admin is t r a s i  Hukum  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - -

4.  Nur  Al i ,  SH.  MH.  :   Kasubd i t  

Kenota r i a t an  Di rek to ra t  Perdata ,  

Di rek to ra t  Jendera l  Admin is t r a s i  

Hukum  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.  Nur  Ichwan,  SH.  MH.  :  Sta f  

Sekre ta r i a t  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yuni  Kusmia t i ,  SE.SH.MH.  :  Sta f  

Sekre ta r i a t  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Andi  Yul i a  Her ta t y ,  S.H.  M. Kn.  :  Sta f  

Seks i  Pendapat  Hukum dan  Advokas i  

Keperda taan  Sub  Di rek to ra t  Hukum 

Perda ta  Umum Di rek to ra t  Perdata ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Masing- masing  menggunakan  alamat  Kanto r  

berkedudukan   d i   Ja lan  H.R.  Rasuna  

Said  Kav.  6- 7    Jakar ta  Sela tan ,  

Berdasarkan  Sura t  Tugas  Nomor  :  

SEK.5 .HM.02 .03 - 153,  te r t angga l  21 Maret  

Hal  3 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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2011 dan Sura t  Kuasa Khusus   te r t angga l  

27 Maret   2011.      Selan ju tnya  disebu t  

sebaga i  p ihak  . . . .   TERGUGAT; 

PT.  SWEET INDOLAMPUNG,  suatu  perseroan  te rba tas  yang  

did i r i k an  berdasarkan  hukum  Republ i k  

Indones ia ,  berkedudukan  d i  Wisma GKBI,  

Lanta i  5  Ja lan  Jendera l  Sudi rman  Kav.  

28  Jakar t a  10210,  yang  d iwak i l i  o leh  

Gunawan Yusuf ,  Warga  Negara  Indones ia ,  

ber t i ndak  dalam  kedudukannya  sebaga i  

Di rek tu r  Utama  bersama  dengan  I rwan  

Ang,  Warga  Negara  Indones ia  ber t i ndak  

dalam  kedudukannya  sebaga i  Di rek tu r .  

Dalam  hal  in i  member ikan   kuasa  

kepada  :  Hotman  Par i s  Hutapea,  

SH.Mhum.,  Anthony  L.  P.  Hutapea,  SH.  

MH.,  Mien  Hermin i ,  SH. ,  I r .  Nurba in i  

Janah,  SH. ,  Subagio  Ar ida rmo,  SH. ,  Ryan 

Amalbean,  SH. ,  Immanuel  Sian ipa r ,  SH. ,  

Adhis t ya  Handy  Chr i s t yan to ,  SH.MM.,  

Padmadr i ya  A.  Ci t r amannohar ra ,  SH. ,  

A.A.  Arya  Yudhis t i r a ,  SH.  dan  Rian  

Wicaksana,  SH.  Warga  Negara  Indones ia ,  

Para  Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum pada  

Hotman  Par i s  & Par tne rs ,  bera lamat  di  

Gedung  Summitmas  I ,  Lanta i  18,  Ja lan  

Jend.  Sudi rman  Kav.  61- 62,  Jakar ta  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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12069,    berdasarkan  Sura t  Kuasa Khusus  

tangga l  24  Maret  2011.  Selan ju tnya  

disebu t  sebaga i  p ihak   …………..…………… 

TERGUGAT I I  INTERVENSI ;  

Pengadi lan  Tata  Usaha Negara  Jakar ta  tersebut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  43/PEN-

DIS/2011 /PTUN  –  JKT,  tangga l  11  Maret   2011  

ten tang  lo l os  dismissa l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar t a  Nomor  :  

43/PEN/2011/PTUN –  JKT,  tangga l  11  Maret   2011  

ten tang  Penunjukan  Maje l i s  Hakim yang  Memer iksa  

Perkara  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Maje l i s  Nomor:  

43/PEN- HS/2011/  PTUN-JKT,  te r t angga l  14  Maret  

2011,  ten tang  Penetapan  Har i  Pemer iksaan  

Pers iapan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  berkas  perkara   yang   bersangku tan  

dalam  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  5 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Putusan  Sela  Nomor  :  

43/G/2011 /PTUN- JKT,  tangga l  5  Apr i l   2011,  

ten tang  di te r imanya  pemohon  In te r vens i  sebaga i  

p ihak  Tergugat  I I  In te r vens i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Sura t - Sura t  bukt i  dan  ber i t a  acara  

pers i dangan  yang  bersangku tan  da lam  perkara  

in i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  te l ah  menggugat  

dengan  sura t  gugatannya    te r t angga l    08  Maret  

2011   yang   d ida f t a r  d i   Kepani t e r aan  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jakar ta   pada   tangga l   08  Maret  

2011  dalam  Regis te r  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT,  dan  

gugatan  te rsebu t  te l ah  diper i k sa  pada  pemer iksaan  

pers i apan  dan  te l ah  d ipe rba i k i  tangga l  29   Maret  

2011  yang  mengemukakan  dasar  dan  a lasan  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

OBJEK  GUGATAN. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa yang  menjad i  ob jek  gugatan  dalam perkara  a 

quo  ada lah  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Nomor:  11/B /Mj .PPN/XI / 2010  te r t angga l  20  November  

2010,  ten tang  Sanks i  Pemberhent i an  Sementara  

te rhadap  Notar i s  Surya      Hasan,  SH.  Selama  6  

(enam)  bulan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GUGATAN  DIAJUKAN  MASIH  DALAM  BATAS  WAKTU  YANG 

DIBENARKAN  OLEH  UNDANG-UNDANG. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Penggugat  mengetahu i  adanya  objek  gugatan  

te rsebu t  berdasarkan  Sura t  Maje l i s  Pengawas  

Pusat  Notar i s  Depar temen  Hukum dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor:  C-MPPN,12.10-

113,  tangga l  3  Desember  2010,  yang  keduanya  

Penggugat  te r ima  pada  tangga l  10  Desember  2010  

sebaga imana  te rbuk t i  dar i  bukt i  peng i r iman  JNE 

(PT.  TIKI  JALUR  NUGRAHA  EKAKURIR) ,  yang  

dikua tkan  pula  dengan  adanya  Sura t  Keterangan  

JNE Ref .  No.  001/J ID /CS- SKT/ I I I / 2 011 ,  tangga l  1 

Maret  2011;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  dengan  demik ian  Gugatan  Penggugat  in i  

d ia jukan  masih  da lam  batas  waktu  yang  

di ten tukan  oleh  Pasa l  55  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun 1986,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

jo .  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004,  ten tang  

Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  

jo .  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009,  ten tang  

Hal  7 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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Perubahan  kedua  atas   atas  Undang- Undang  Nomor  

5  Tahun  1986,  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  se lan ju t nya  disebu t   “Undang- Undang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara”   yang  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Pasal  55  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Gugatan  dapat  d ia jukan  hanya  da lam  tenggang  

waktu  sembi lan  puluh  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  

d i te r imanya  atau  d iumumkannya  Keputusan  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DASAR  HUKUM  GUGATAN  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa yang  diguga t  o leh  Penggugat  ada lah  Putusan  

Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  Nomor;  

11/B /Mj .PPN/XI / 2010 ,  tangga l  29  November  2010  

(se lan ju t n ya  d isebu t  “Ob jek  Gugatan  atau  

Putusan  Banding” ) .  Yang  di te rb i t k an  oleh  

Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  (se lan j u t nya  

disebu t  “Terguga t ” )  pada  t i ngka t  Banding ,  

d imana  Tergugat  member i kan  Sanks i  Pemberhent i an  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara  te rhadap  Penggugat  se lama  6  (enam)  

bulan ,  sebaga imana  te rnya ta  dalam amar  Putusan  

Banding  Tergugat  yang  te rku t i p  sebaga i  

ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEMUTUSKAN

Mener ima  permohonan  band ing  

Pembanding /Pe lapo r ;  - - - - - -

Menyatakan  membata lkan  Putusan  Maje l i s  

Pengawas  Wi layah  Notar i s  Prov ins i  Banten  

Nomor  W29/PSTN/Not .14 /2010  tangga l  2  Ju l i  

2010  tangga l  2  Ju l i  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menja tuhkan  sanks i  pemberhent i an  sementara  6 

(enam)  bulan  te rhadap  Notar i s  Surya  Hasan,  

SH.  te rh i t u ng  se jak  serah  te r ima  Pro toko l  

d i  Maje l i s  Pengawas  Daerah  Notar i s  d i  

Jakar t a  Utara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Memer in tahkan  kepada  Notar i s  Surya  Hasan,SH.  

untuk  menyerahkan  Pro toko l  Notar i s  yang  

dalam  penguasaannya  kepada  Notar i s  la i n  

yang  akan  di t un j uk ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  9 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek  Gugatan  yang  dike lua r kan  oleh  Terguga t  

te rsebu t  merupakan  suatu  Putusan  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam  keten tuan  

Pasa l  1  ayat  (8 )  dan  Pasal  1  ayat  (9 )  Undang-

Undang Perad i l an  Tata  Usaha Negara ,  sebaga imana  

akan  kami  te rangkan  leb ih  lan ju t  d i  bawah in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Obyek  Sengketa  dike lua r kan  oleh  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  d imana   Terguga t ,  

te rmaksud  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s ,  

ada lah  Badan  atau  Pejaba t  yang  diben tuk  oleh  

Menter i  Hukum dan  Hak Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia  untuk  melaksanakan  pengawasan  dan  

pembinaan  te rhadap  k ine r j a  Notar i s  

berdasarkan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

ber laku ,  dan  Keputusan  Manter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  sebaga i  

d ia tu r  dalam keten tuan  Pasal  67  ayat  (1 )  dan  

ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  

ten tang  Jabatan  Notar i s  yang  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasa l  67  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  Undang- Undang 

Nomor  30  Tahun  2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  

berbuny i  sebaga i   ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ (1 )   Pengawasan  atas  Notar i s  d i l akukan  oleh  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menter i ;  - - - - - - - - -

(2 )  Dalam  melaksanakan  pengawasan  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 )  Menter i  

membentuk  Maje l i s  Pengawas” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Di  samping  i t u ,  Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  

Manus ia  Republ i k  Indones ia  di  da lam Keputusan  

Nomor  :  M.36.PR.07 .02 .  Tahun  2004  tangga l  22 

Desember  2004  ten tang  “Pembentukan  Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s ” ,  juga  te lah  

memutuskan  anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“1 )  Membentuk  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  

yang  berkedudukan  d i   Ibuko ta   Negara  RI ;  

. .…dst…. ” ;  - - - - - - - - -

dengan  demik ian  je l as  bahwa  Tergugat  

merupakan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  1 

ayat  (8 )  Undang- Undang PERATUN; - - - - - - - - - -

Obyek  Sengketa  merupakan  suatu  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  yang  te r t u l i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Obj ek  Sengketa  bers i f a t  Konkr i t ,  karena  nyata -

nyata  d ibua t  o leh  Terguga t  dan  t i dak  abst rak  

te tap i  berwu jud ,  te r t en tu  dan  dapat  

Hal  11 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di t en tukan  apa  yang  harus  di l akukan ,  ya i t u  

menja tuhkan  sanks i  pemberhent i an  sementara  

kepada  Penggugat  dan  memer in tahkan  Penggugat  

untuk  menyerahkan  Protoko l  Notar i s  yang  ada  

dalam  penguasaannya  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Obj ek  Sengketa  bers i f a t  Ind i v i dua l ,  karena  

t i dak  d i t u j u kan  untuk  umum,  te tap i  te r t en tu  

hanya  dibe r i k an  kepada  Penggugat  se laku  

Notar i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Obyek  Sengketa  bers i f a t  Fina l ,  karena  te rhadap  

te rhadap  Putusan  Nomor  :   11/B /Mj .PPN/XI / 2010  

te r t angga l  29  November  2010 (baca  :  Objek  

Sengketa )  te rsebu t  t i dak  dapat  lag i  d i l akukan  

band ing  dan/a tau  upaya  hukum  la i nnya ;  

- - - - - - - - -

 Obyek  Sengketa  te rsebu t  menimbulkan  ak iba t  

hukum  bag i  Penggugat ,  karena  dengan  sanks i  

pemberhent i an  sementara  se lama 6 (enam)  bulan  

te rhadap  Penggugat  dan  adanya  per in t ah  untuk  

menyerahkan  Pro toko l  Notar i s ,  maka  je l as  

dapat  menimbulkan  ak iba t  negat i f  bagi  kar i r  

Penggugat  sebaga i  Notar i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - -

TENTANG KEPENTINGAN DAN ALAS HAK PENGGUGAT. - - - - - - - -

Dalam  Pokok  Perkara  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bahwa  PENGGUGAT pada  tahun  1999  te lah  diangka t  

menjad i  seorang  Notar i s  berdasarkan  Keputusan  

Menter i  Kehak iman  Republ i k  Indones ia  Nomor  C-

1641.HT.03 .01 - Th.1999  Tangga l  22  Ju l i  1999  

ten tang  “Pengangkatan  Notar i s ”  ( Lampi ran  6)  

dengan  wi layah  ker j a  dahu lu  di  Kota  Tangerang  

Sela tan ,  sekarang  Notar i s  d i  Kota  Admin is t r a s i  

Jakar ta  Utara  wi layah  jaba tan  Prov ins i  Daerah  

Khusus  Ibuko ta  Jakar ta ,  berdasarkan  Keputusan  

Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  AHU-46.AH.02 .02 - Tahun  2010  

Ter tangga l  24  Jun i  2010  (Lampi ran  7) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Bahwa  se lama  in i  t i dak  pernah  ada  suatu  

masalah /ke l uhan  apapun  yang  dia jukan  

sehubungan  dengan  k ine r j a  Penggugat ,  karena  

Penggugat  se la l u  menja lankan  fungs i  dan 

jaba tannya  sebaga i  seorang  Notar i s  dengan  

memperhat i kan  dan  menja lankan  tugas- tugas  

Notar i s ,  sesua i  dengan  keten tuan  dan pera tu ran  

Hal  13 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perundang- undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  pada  tangga l  26  Januar i  2010,  I r .  Daddy 

Har iad i  sebaga i  pr ibad i ,  te lah  menghadap  dan 

meminta  Penggugat  untuk  membuat  Akta  

Pernya taan  Nomor  4  Tangga l  26  Januar i  2010  

(Lampi ran  8)  dan  Akta  Pernya taan  Nomor  5 

Tangga l  26  Januar i  2010  (Lampi ran  9)  

(se lan j u t n ya  secara  bersama- sama  disebu t  

“Ak ta - akta ” ) ,  d imana  Akta - akta  te rsebu t  ber i s i  

pernya taan / ke te rangan  I r .  Daddy  Har iad i  yang  

menyatakan /menerangkan  bahwa untuk  kepent i ngan  

PT.  Sweet  Indo lampung,  I r .  Daddy  Har iad i  pada  

tahun  1993- 1995  te lah  membuat  dan  

menandatangan i  sura t  Permohonan  Penca i ran  

Pin jaman  ( Disbursement  Request )  untuk  dan atas  

nama  PT.  Sweet  Indo lampung  yang  di tu j ukan  

kepada  Maruben i  U.K  P.L .C .  (sekarang  Maruben i  

Europe  P.L .C . )  se laku  Kred i t u r ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa pernya taan /ke te rangan  I r .  Daddy  Har iad i  

te rsebu t  d i  atas ,  te lah  dibahas  dan d iu j i  pu la  

da lam  perkara  perda ta  Nomor  

63/PDT.G/2007 /PN.JKT.PST  di  Pengad i l an  Neger i  

Jakar ta  Pusat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Bahwa namun demik ian ,  pada tangga l  29 Maret  2010,  

PT.  SWEET  INDOLAMPUNG  te lah  melaporkan  

Penggugat  kepada  Maje l i s  Pengawas  Daerah  

Notar i s  Kabupaten  Tangerang  Bumi  Serpong  Damai  

atas  dasar  dugaan  Pelanggaran  Pelaksanaan  

Aturan  Jabatan  Notar i s  yang  di anggap  te lah  

di l akukan  Penggugat ,  ya i t u  t i dak  mel iha t  dan 

t i dak  melakukan  pencocokan  keas l i an  dokumen-

dokumen  Disbursement  Request  dimaksud,  ser ta  

membuat  kompar i s i  akta  dengan  ka l ima t  yang  

seo lah - o lah  menyatakan  kapas i t a s  I r .  Daddy  

Har iad i  ada lah  sebaga i  Di rek tu r  PT.  Sweet  

Indo lampung,  maupun seo lah - o lah  menyatakan  I r .  

Daddy  Har iad i  pada  saat  i t u  berwenang  untuk  

mengeluarkan  Disbursement  Request  te r sebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  tuduhan- tuduhan  PT.  Sweet  Indo lampung  

te rsebu t  d i  atas  adalah  t i dak  benar ,  karena  

t i dak  ada  satu  ka l ima t  pun  dalam  Akta - akta  

te rsebu t  yang  menunjukkan  bahwa  Penggugat  

menyatakan  atau  menerangkan  kapas i t as  I r .  

Daddy  Har iad i ,  karena  Akta- akta  te rsebu t  

merupakan  akta  pernya taan  I r .  Daddy  Har iad i ,  

dan  bukan  Penggugat ,  o leh  karena  i t u  semua 

t i ndakan  Penggugat  se laku  Notar i s  sama seka l i  

t i dak  menyalah i  Pera tu ran  Jabatan  Notar i s ,  dan 

juga  t i dak  ada pera tu ran  yang  menyatakan  bahwa 

Hal  15 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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t i ndakan  Penggugat  te r sebu t  menyalah i  Jabatan  

Notar i s ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  demik ian  juga  t i dak  ada  satu  ka l ima t  pun  

dalam  Akta - akta  te rsebu t  yang  menunjukkan  

bahwa  Penggugat  te lah  menyatakan  dan  

mengesahkan  copy  sura t - sura t  Disbursement  

Request  te r sebu t  sesua i  dengan  as l i nya .  Adapun  

stempel  dan  para f  yang  te rdapa t  pada  copy  

sura t - sura t  Disbursement  Request  yang  

di l eka t kan  pada  sa l i nan  Akta- akta  te rmaksud ,  

semata- mata  untuk  mencegah  agar  lampi ran  pada  

sa l i nan  Akta - akta  te rsebu t  t i dak  diubah  atau  

digan t i  atau  di rekayasa  o leh  s iapapun,  yang  

mana hal  in i  te l ah  sesua i  dengan  Pasa l  56  (2 )  

Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  

Jabatan  Notar i s  (se lan j u t n ya  disebu t  “U ndang-

Undang Jabatan  Notar i s ” ) ,  bukan  untuk  

mengesahkan  sura t - sura t  Disbursement  Request  

dimaksud;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -   

Pasa l  56  (2 )  UU  Jabatan  Notar i s  berbuny i  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - -

“ (2 )   Teraan  cap  sebaga imana  d imaksud  pada  

ayat  (1 )  harus  pu la  dibubuhkan  pada  

sa l i nan  sura t  yang  di l eka t kan  pada  Minuta  

Akta ” ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  di  samping  i t u ,  da lam  Akta - akta  te rsebu t  

Penggugat  t i dak  pernah  menyatakan  kapas i t as  

I r .  Daddy  Har iad i  ada lah  sebaga i  Di rek tu r  PT.  

Sweet  Indo lampung,  mela inkan  sebaga i  Pr ibad i .  

Sedangkan  ka l ima t  “un tuk  dan  atas  nama”  yang  

te rdapa t  da lam Akta - akta  te rsebu t  ada lah  untuk  

menerangkan  dan  menunjukkan  fak ta  bahwa   I r .  

Daddy  Har iad i  untuk  kepent i ngan  PT.  Sweet  

Indo lampung,  te l ah  membuat  dan  menandatangan i  

sura t - sura t  Disbursement  Request  se jak  tahun  

1993- 1995,  ha l  mana  t i dak  pernah  diban tah  

kebenarannya  oleh  PT.  Sweet  Indo lampung,  

seh ingga  Penggugat  meyak in i  

kete rangan /pe rnya taan   I r .  Daddy  Har iad i  

te rsebu t  dan  juga  keberadaan  as l i  sura t - sura t  

Disbursement  Request  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Maje l i s  Pemer iksa  Daerah  Notar i s  Kabupaten  Tangerang  

dan  Maje l i s  Pemer iksa  Wilayah  Prov ins i  Banten  I  

Telah  Menyatakan  Penggugat  Tidak  Bersa lah .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  laporan  PT.  Sweet  Indo lampung  

te rsebu t  d i  atas ,  te l ah  di l akukan  pemer iksaan  

Hal  17 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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oleh  Maje l i s  Pemer iksa  Daerah  Notar i s  

Kabupaten  Tangerang ,  dan  di l an j u t kan  pula  

dengan  pemer iksaan  o leh  Maje l i s  Pemer iksa  

Wi layah  Prov ins i  Banten  sebaga imana  te rnya ta  

dalam  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Nomor 

W29/T.Pem/Not .13 /2010 /MPW  Notar i s  Prov ins i  

Banten  Ter tangga l  10  Jun i  2010  (Lampi ran  10) ,  

yang  mana is i nya  pada  in t i n ya  menyatakan  dan 

membukt i kan  bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat  t i dak  melanggar  keten tuan  da lam 

Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  

Jabatan  Notar i s ;  - - -

Maje l i s  Pemer iksa  Wi layah  sepakat  bahwa 

Penggugat  t i dak  te rbuk t i  melakukan  

pelanggaran ,  seh ingga  bebas  dar i  pember ian  

sanks i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Bahwa  kemudian  berdasarkan  Ber i t a  Acara  

Pemer iksaan  te rsebu t ,  Ketua  Maje l i s  Pengawas 

Wi layah  Notar i s  Prov ins i  Banten  Menge lua rkan  

Keputusan  Nomor  :  W29/PSTN/Not .14 /2010 /MPW 

Notar i s  Prov ins i  Banten  Tangga l  2  Ju l i  2010 

(Lampi ran  11) ,  yang  amar nya  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan  Ketua  Maje l i s  

Pengawas  Wi layah  Notar i s  

Prov ins i  Banten  Tentang  

Pembebasan  Pember ian  Sanks i  

Terhadap  Notar i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Per tama        :  Membebaskan  Pember ian  

Sanks i  kepada  Notar i s  Surya  

Hasan ,  SH.;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kedua  :  Keputusan  in i  mula i  ber l aku  

se jak  tangga l  d i te t apkan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Ket iga   :  Apabi l a  di  kemudian  har i  

te rdapa t  keke l i r u an  dalam 

Keputusan  in i ,    akan  diadakan  

perba i kan  sebaga imana  

mest inya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  Pasa l  73 ayat  (2 )  Undang- Undang 

Jabatan  Notar i s ,  secara  tegas  te l ah  d ia tu r  

bahwa  Keputusan  Maje l i s  Pengawas  Wi layah  

Hal  19 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19
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Notar i s  Prov ins i  Banten  Nomor  

W29/PSTN/Not .14 /2010 /MPW  Notar i s  Prov ins i  

Banten  Ter tangga l  2 Ju l i  2010  te rsebu t  d i  atas  

ada lah  Keputusan  yang  Bers i f a t  Fina l ,  Mengika t  

dan  Tidak  Dapat  Dia jukan  Upaya  Banding ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Putusan  Banding  Tergugat  Cacat  Hukum Karena  Diputus  

Di  Luar  Kewenangannya .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa namun te rnya ta ,  p ihak  PT.  Sweet  Indo lampung  

merasa  t i dak  puas  atas  Keputusan  Maje l i s  

Pengawas  Wi layah  Notar i s  Prov ins i  Banten  yang  

sudah  bers i f a t  FINAL  te rsebu t ,  dan  kemudian  

“memaksa”  mengajukan  upaya  ”Band ing ”  pada  

tangga l    13 Agustus  2010,  yang  disusu l  dengan  

penyerahan  ”Memor i  Banding ”  pada  tangga l   25 

Agustus  2010;  - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rhadap  upaya  band ing  yang  t i dak  sesua i  

dengan  hukum  te rsebu t ,  te rnya ta  Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s ,  atas  rekomendas i  

Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  Notar i s ,  te l ah  

mengeluarkan  Putusan  Banding ,  dengan  amar  

te rku t i p  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20
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MEMUTUSKAN

Mener ima  Permohonan  Banding  

Pembanding /Pe lapo r ;  - - - - -

Menyatakan  membata lkan  Putusan  Maje l i s  

Pengawas  Wi layah  Notar i s  Prov ins i  Banten  

Nomor  W29/PSTN/Not .14 /2010  tangga l  2  Ju l i  

2010;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menja tuhkan  sanks i  pemberhent i an  sementara  6 

(enam)  bulan  te rhadap  Notar i s  Surya  

Hasan,SH.  Terh i t ung  se jak  serah  te r ima  

Protoko l  d i  Maje l i s  Pengawas Daerah  Notar i s  

Jakar t a  Utara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in tahkan  kepada  Notar i s  Surya  Hasan,SH 

untuk  menyerahkan  Pro toko l  Notar i s  yang  

dalam  penguasaannya  kepada  Notar i s  la i n  

yang  akan  di t un j uk ;  - - -

Bahwa Penggugat  dengan  tegas  menyatakan  kebera tan  

atas  Putusan  Banding  te rsebu t   d i   atas ,  

sebab   Putusan   te rsebu t   ada lah   Putusan  

Yang   Cacat  Hukum dan  Tidak  Berdasar  Hukum,  

dika renakan  Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  yang  

memer iksa  perkara  in i  dan  Maje l i s  Pengawas 

Pusat  Notar i s  yang  memutus  perkara  te rsebu t  

te lah  ber t i ndak  d i  Luar  Batas  Kewenangan;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  21 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21
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- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  keten tuan  yang  d ia tu r  da lam 

Pasa l  77  ayat  (a )  Undang- Undang  Jabatan  

Notar i s ,  te lah  dinya takan  secara  je l as  dan 

tegas   bahwa  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  hanya  

berwenang  :   - - - - - - - - - - - -

(a )   Menyelenggarakan   s idang   untuk  

memer iksa  dan  mengambi l  keputusan  da lam 

t i ngka t  band ing  te rhadap  pen ja tuhan  

sanks i  dan  peno lakan  cut i ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keten tuan  in i  je l as  menunjukkan  bahwa Terguga t  

hanya  memi l i k i  kewenangan  untuk  memer iksa  dan 

mengambi l  keputusan  da lam  t i ngka t  band ing  

Khusus  te rhadap  Putusan  yang  Menja tuhkan  

Sanks i  dan  Penolakan  Cut i ,  sedangkan  je l as  

te rnya ta  bahwa  Keputusan  Maje l i s  Pengawas 

Wi layah  Notar i s  Prov ins i  Banten  Nomor  

W29/PSTN/Not .14 /2010 /MPW  Notar i s  Prov ins i  

Banten  Ter tangga l  2 Ju l i  2010  te rsebu t  d i  atas  

t i dak  member ikan  sanks i ,  seh ingga  Tergugat  

je l as  t i dak  berwenang  menyelenggarakan  s idang  

untuk  memer iksa  dan  mengambi l  keputusan  da lam 

t i ngka t  band ing  sehubungan  dengan  Keputusan  

Maje l i s  Pengawas  Wi layah  Notar i s  Prov ins i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22
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Banten  Nomor  W29/PSTN/Not .14 /2010 /MPW Notar i s  

Prov ins i  Banten  Tangga l  2  Ju l i  2010  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  namun  te rnya ta  Tergugat  te l ah  melakukan  

t i ndakan  yang  sewenang- wenang  dan  meleb ih i  

kapas i t as  yang  d imi l i k i n ya ,  ya i t u  dengan  

Membata l kan  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Wi layah  

Prov ins i  Banten  Nomor  W29/PSTN/Not .14 /2010 /  

MPW Notar i s  Prov ins i  Banten  Tangga l  2  Ju l i  

2010 te rsebu t  d i  Tingka t  Banding ,  dan  

se lan ju t nya  TERGUGAT  memutus  send i r i  dan 

mengeluarkan  Putusan  Banding  atas  Putusan  

Maje l i s  Pengawas  Wi layah  Prov ins i  Banten  

te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Dengan  demik ian  Tergugat  te rbuk t i  te l ah  

ber t i ndak  di  Luar  Kewenangan  yang  d imi l i k i n ya ,  

dengan  mengeluarkan  Putusan  Banding  dan 

mengabaikan  keten tuan  dalam  Undang- Undang 

Jabatan   Notar i s ,   seh ingga   je l as   bahwa 

Putusan   Banding   te rsebu t   adalah  suatu  

Putusan  Tata  Usaha  Negara  yang  melanggar  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan ;  

- - - - - - - - - -

Bahwa  te r ka i t  dengan  kewenangan  Tergugat  

te rsebu t ,  se la i n  melanggar  Undang- Undang 

Hal  23 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
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Jabatan  Notar i s ,  Tergugat  juga  te l ah  melanggar  

keten tuan  dalam  Keputusan  Menter i  Hukum dan 

Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor  :  

M.39- P.W.07.10  Tahun  2004  Tentang  Pedoman 

Pelaksanaan  Tugas  Maje l i s  Pengawas  Notar i s ,  

ya i t u  pada  But i r  I I I  po in t  3  ayat  2 

angka  ke- (4 ) ,  yang  menegaskan  bahwa  Tergugat  

hanya  berwenang  untuk  memer iksa  dan  mengambi l  

keputusan  dalam  t i ngka t  band ing  te rhadap  

pen ja tuhan  sanks i ,  sebaga imana  te rku t i p  d i  

bawah  in i  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

“Maje l i s  Pengawas  Pusat  berwenang  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 4)  Menyelenggarakan  s idang  untuk  

memer iksa  dan  mengambi l  keputusan  da lam  

t i ngka t  band ing  te rhadap  pen ja tuhan  sanks i ,  

kecua l i  sanks i  berupa  teguran  l i s an  atau  

te r t u l i s ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  di  samping  i t u ,  se la i n  mengatu r  mengenai  

keten tuan  yang  berka i t an  dengan  kewenangan  

Tergugat ,  Undang- Undang Jabatan  Notar i s  juga  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24
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mengatu r  keten tuan  ten tang  Fina l - nya  suatu  

Keputusan  yang  dike lua r kan  oleh  Maje l i s  

Pengawas  Wi layah  Notar i s ,  da lam perkara  a quo 

Keputusan  Maje l i s  Pengawas  Wi layah  Notar i s  

Prov ins i  Banten  Nomor  :  

W29/PSTN/Not .14 /2010 /MPW  Notar i s  Prov ins i  

Banten  te r t angga l  2  Ju l i  2010 ,  yang  pada 

in t i n ya  menyatakan  :  ”Pembebasan  Pember ian  

Sanks i  te rhadap  Notar i s  Surya  Hasan,  S. H. , ”  

ada lah  bers i f a t  f i na l ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  te l ah  sesua i  dan  se la ras  dengan  

maksud  dalam  pen je lasan  pasa l  73  ayat  (2 )  

Undang- Undang Jabatan  Notar i s ,  ya i t u  bahwa 

Keputusan  Maje l i s  Pengawas  Wi layah  Notar i s  

Prov ins i  Banten  te rsebu t  adalah  mengika t  dan  

t i dak  dapat  d ia j ukan  band ing   ke Maje l i s  

Pengawas Pusat ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  je l as  bahwa 

berdasarkan  Penje lasan  Pasa l  73  ayat  (2 )  Undang-

Undang Jabatan  Notar i s ,  t i dak  dapat  d ia j ukan  upaya  

band ing  te rhadap  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Wilayah  

Prov ins i  Banten ,  seh ingga  Putusan  Banding  Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s  Nomor  11/B /Mj .PPN/XI / 2010  

Tangga l  29  November  2010  te rbuk t i  cacat  hukum dan 

se layaknya  dinya takan  t i dak  sah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  25 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM   PENUNDAAN. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Bahwa  oleh  karena  Putusan  Banding  te rsebu t  

te rbuk t i  cacat  hukum  dan  t i dak  sah  secara  

hukum,  maka  apab i l a  Obj ek  Gugatan  berupa  

Putusan  Banding  te rsebu t  te tap  d i l aksanakan ,  

je l as  akan  menimbulkan  kerug ian  bag i  Penggugat  

sebaga i  Notar i s ,  anta ra  la i n  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Penggugat  t i dak  dapat  melaksanakan  pe layanan  

kepent i ngan  publ i k  da lam hal  pember ian  jasa  

nota r i s  se lama  masa  pemberhent i an  

sementara ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Putusan  Banding  Tergugat  te rsebu t  secara  

langsung  te l ah  mencemarkan  nama  baik  

Penggugat  sebaga i  Notar i s ,  yang  berak iba t  

kepada  berkurangnya  k l i en  yang  menggunakan  

jasa  Penggugat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jabatan  Notar i s  merupakan  pejaba t  umum pembuat  

akta  yang  hidup  dar i  honora r i um  yang  

berasa l  dar i  k l i en  yang  menggunakan  jasa  

mereka,  dengan  demik ian  Penggugat  se laku  

Notar i s  sangat  d i rug i kan  da lam  hal  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 26
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mater i i l ,  ya i t u   dengan  hi l angnya  

pendapatan  Penggugat  se lama  masa 

pemberhent i an  sementara  te rsebu t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  apa lag i  pe laksanaan  atas  Putusan  Banding  

te rsebu t  te rgan tung  pada  adanya   Sura t  

Keputusan  Menter i  Admin is t r a s i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  yang  t i dak  dapat  d ipas t i k an  

waktu  te rb i t n ya ,  seh ingga  mengak iba t kan  

Penggugat  menjad i  t i dak  dapat  melaksanakan  

fungs i  dan  jaba tannya  sebaga i  seorang  Notar i s  

karena  Penggugat  t i dak  mau  mengambi l  res i ko  

dengan  mener ima  k l i en ,  sedangkan  sewaktu - waktu  

Penggugat  dapat  mener ima  Sura t  Keputusan  dar i  

Menter i  Admin is t r a s i  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia  dimaksud;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa dengan  demik ian ,  unsur  keadaan  yang  sangat  

mendesak  yang  d isya ra t kan  dalam  keten tuan  

Pasal  67  ayat  (2 ) ,  (3 )  dan  ayat  (4 )  huru f  a 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  jo .  Undang-

Undang  Nomor  9  Tahun  2004  jo .  Undang- Undang 

Nomor  51 Tahun 2009  yang  mengatur  keadaan  yang  

sangat  mendesak  yang  mengak iba t kan  kepent i ngan  

Penggugat  sangat  d i rug i kan  te lah  te rpenuh i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  27 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 27
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Berdasarkan  hal - ha l  yang  te l ah  diu ra i kan  te rsebu t  d i  

atas ,  Penggugat  mohon sud i l ah  k i ranya  Maje l i s  Hakim 

Pemer iksa  Perkara  a  quo  untuk  member ikan  putusan  

sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM PENUNDAAN.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Memer in tahkan  kepada  Terguga t  untuk  segera  melakukan  

Penangguhan  /  Penundaan  Pelaksanaan   Eksekus i  Objek  

Sengketa  mela lu i  Maje l i s  Pengawas  Daerah  Notar i s  

atas  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  Nomor  

11/B /Mj .PPN/XI / 2010  Ter tangga l  29  November  2010  

ten tang  Penja tuhan  Sanks i  Pemberhent i an  

Sementara  6 (enam)  Bulan  te rhadap  Notar i s  Surya  

Hasan,  SH.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Termasuk  sega la  sesuatu  yang  te rka i t  dengan  k ine r j a  

Penggugat  se laku  Notar i s ,  sampai  ada  Putusan  Tata  

Usaha  Negara  dalam  pokok  perkara  yang  mempunyai  

kekuatan  hukum te tap ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  atas  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  Nomor  :  

11/B /Mj .PPN/XI / 2010  Ter tangga l  29  November  2010 

ten tang  Penja tuhan  Sanks i  Pemberhent i an  

Sementara  se lama  6 (enam)  Bulan  Atas  Nama Surya  

Hasan,  SH. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mewaj ibkan  Tergugat  untuk  mencabut  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  Nomor  :  

11/B /Mj .PPN/XI / 2010  Ter tangga l  29  November  2010 

ten tang  Penja tuhan  Sanks i  Pemberhent i an  

Sementara  se lama  6 (enam)  Bulan  Atas  Nama Surya  

Hasan,  SH. ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Membebankan  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

yang  t imbu l  da lam  sengketa  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Menimbang,  bahwa  pada  har i  s idang  yang  te lah  

di ten tukan  para  pihak  te lah  datang  menghadap  

dipe rs i dangan ,  Penggugat  diwak i l i  o leh  Kuasa  

Hukumnya  bernama  Dwiana  Miran t i ,  SH. ,  dan  I r f an ,  

SH. ,  sedang  Tergugat  d iwak i l i   o leh  Kuasanya   Nur  

Ichwan ,  SH.MH.  dan  Andi  Yul i a  Her ta t y ,  SH.  M.Kn.  dan  

Terguga t  I I  In te r vens i  d iwak i l i  o leh  Kuasa  Hukumnya  I r .  

Hal  29 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 29
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurba in i  Janah,  SH  dan  Subagio  Ar ida rmo,  SH.;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -      

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  te l ah  masuk  permohonan  in te r vens i  

te r t angga l  29  Maret  2011  dar i     PT.  Sweet  

Indo lampung  yang  diwak i l i  o leh  Gunawan Jusuf  se laku  

Di rek tu r  Utama dan  I rwan  Ang se laku  Di rek tu r .  Dalam 

hal  in i  member i  kuasa  kepada   Hotman Par i s  Hutapea,  

SH.Mhum.,  Anthony  L.  P.  Hutapea,  SH.  MH.,  Mien  

Hermin i ,  SH. ,  I r .  Nurba in i   Janah,  SH. ,  Subag io  

Ar ida rmo,  SH. ,  Ryan  Amalbean,  SH. ,  Immanuel  

Sian ipa r ,  SH. ,  Adhis t ya  Handy  Chr is t yan to ,  SH.MM.,  

Padmadr i ya  A.    Ci t r amannohar ra ,  SH. ,  A.A.  Arya  

Yudhis t i r a ,  SH.  dan  Rian     Wicaksana,  SH.  Warga  

Negara  Indones ia ,  Para  Advokat  dan  Konsu l t an  Hukum 

pada  Hotman  Par i s  & Par tne rs ,  bera lamat  di  Gedung 

Summitmas  I ,  Lanta i  18,  Ja lan  Jend.  Sudi rman  Kav.  

61- 62,  Jakar ta  12069,  dan  te rhadap  permohonan  

in te r vens i  te rsebu t  Maje l i s  Hakim  te lah  menja tuhkan  

putusan  Sela  Nomor  :  43/G/2011 /PTUN  –JKT.  Yang 

amarnya  berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MENGADILI

Mengabulkan  permohonan  Pemohon  In te r vens i  atas  

nama       PT.  Sweet  Indo lampung;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan  permohonan  In te r vens i  d i te r ima  masuk  

sebaga i  p ihak  da lam  perkara  Nomor  :

43/G/2011 /PTUN- JKT  dan  didudukkan  sebaga i  

Tergugat  I I  In te r vens i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menangguhkan  biaya  perkara  in i  sampai  dengan  

putusan  akh i r ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  p ihak  Tergugat  te lah  mengajukan  Ekseps i  

te r t angga l  12  Apr i l  2011,  dengan  mengemukakan  hal -

ha l  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

A. EKSEPSI  KOMPETENSI  ABSOLUT.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Ekseps i  kompetens i  Abso lu t  in i  berkenaan  

dengan  t i dak  berwenang  secara  abso lu t  berdasarkan  

keten tuan  hukum fo rma l  (acara )  ya i t u  da lam hal  in i  

t i dak  berwenangnya  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  mengadi l i  perka ra  yang  dia j ukan  Penggugat  

dimana  gugatan  Penggugat  te r sebu t  pada  dasarnya  

mempermasa lahkan  putusan  Tergugat  (Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s )  No :  11/B /Mj .PPN/XI / 2010  

te r t angga l  29  November  2010  (V ide  Bukt i  T- 1) ,  

ten tang  sanks i  pemberhent i an  sementara  te rhadap  

Hal  31 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 31
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notar i s  Surya  Hasan,  SH.  se lama  6  (enam)  bu lan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Adapun  yang  menjad i  a lasan  bahwa  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  berwenang  secara  

abso lu t  mengadi l i  perka ra  in i  adalah  sebaga i  

ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

1. Bahwa  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  

ada lah  merupakan  Putusan  Quasi  Yudis i a l ,  

karenanya  bukan  merupakan  objek  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  sesua i  keten tuan  yang  ber laku  

sebaga imana  dia tu r  da lam  pera tu ran  perundang-

undangan  mengenai  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - -  

Dengan  kata  la i n  bahwa  Putusan  Tergugat  yang  

menjad i  Obyek  Perkara  bukan  merupakan  Keputusan  

Tata  Usaha  Negara  karena  Putusan  Tergugat  

(Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s )  merupakan  

putusan  dar i  suatu  ins t i t u s i  atau  lembaga  yang  

t i dak  berbeda  dengan  kekuatan  suatu  putusan  

pengad i l an  yang  t i dak  dapat  d iguga t  

pembata lannya  dalam  perad i l an  apapun;  

- - - - - - - - - - - -

Hal  te rsebu t  dapat  d ibuk t i k an  anta ra  la i n  

berdasarkan  Keten tuan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

i . a. Bahwa Pasal  1  angka  6,  Pasa l  67  ayat  (2 ) ,  

Pasal  77 dan Pasal  85 Undang- Undang No.  30 

Tahun  2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  (v i de  

Bukt i  T- 2)  d i  bawah in i :  - - - - - - - - - - - - - - - -

 Pasal  1 angka  6 Undang- Undang No.  30 Tahun  

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

” Maje l i s  Pengawas  ada lah  suatu  badan  yang  

mempunyai  kewenangan  dan  kewaj i ban  untuk  

melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  

te rhadap  Notar i s ” ;  - - - - - - - - - - - -

Pasal  67  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  30 

Tahun  2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  

berbuny i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

” Dalam melaksanakan  pengawasan  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  Menter i  membentuk  

Maje l i s  Pengawas” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  77   Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Maje l i s  Pengawas  Pusat  berwenang:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menyelenggarakan  s idang  untuk  memer iksa  

dan  mengambi l  keputusan  peno lakan  da lam  

t i ngka t  band ing  te rhadap  penja tuhan  

Hal  33 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 33
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sanks i  dan  peno lakan  cut i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

memanggi l  Notar i s  te r l apo r  untuk  di l akukan  

pemer iksaan  sebaga imana  dimaksud  pada  

huru f  a; - - - - -

menja tuhkan  sanks i  pemberhent i an  

sementara ;  dan - - -

mengusu lkan  pember ian  sanks i  berupa  

pemberhent i an  dengan  t i dak  hormat  kepada  

Menter i ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  85   Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Pelanggaran  keten tuan  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  7,  Pasal  16  ayat  (1 )  

huru f  a,  Pasa l  16  ayat  (1 )  huru f  b,  Pasal  

16  ayat  (1 )  Huru f  c ,  Pasal  16  ayat  (1 )  

huru f  d,  Pasa l  16  ayat  (1 )  huru f  e,  Pasal  

16  ayat  (1 )  huru f  f ,  Pasal  16  ayat  (1 )  

huru f  g,  Pasa l  16  ayat  (1 )  huru f  h,  pasa l  

16  ayat  (1 )  huru f  i ,  Pasa l  16  ayat  (1 )  

huru f   j ,  Pasa l  16 ayat  (1 )  huru f  k ,  Pasa l  

17,  Pasa l  20,  Pasa l  27,  Pasal  32,  Pasa l  

37,  Pasa l  54,  Pasa l  58,  Pasal  59  dan/a tau  

Pasal  63,  dapat  d ikena i  sanks i  berupa :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 34
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

teguran  l i san ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

teguran  te r t u l i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

pemberhent i an  sementara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pemberhent i an  dengan  hormat ;  atau  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pemberhent i an  dengan  t i dak  hormat ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

b. Bahwa  berdasarkan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  te rsebu t  d i  atas  (Pasa l  

1 angka  6,  Pasa l  67 ayat  (2 ) ,  Pasa l  77 dan  

Pasal  85 Undang- Undang Nomor  30 Tahun  2004  

ten tang  Jabatan  Notar i s )  maka  je l as  bahwa 

Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  d iber i  

kewenangan  dan  kewaj i ban  untuk  

melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  

te rhadap  nota r i s  anta ra  la i n  te rmasuk  

kewenangan  untuk  menyelenggarakan  

pers i dangan  atas  laporan /pengaduan  dugaan  

adanya  pelanggaran  pelaksanaan  jaba tan  

oleh  nota r i s  te rhadap  Undang- Undang  Nomor  

30  Tahun  2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  

ser ta  kewenangan  untuk  menja tuhkan  hukuman 

atau  sanks i  te rhadap  nota r i s  te r l apo r ;  

Hal  35 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i i . Bahwa  menuru t  keten tuan  Pasa l  35  ayat  

(1 )  dan  (2 )  Pera tu ran  Menter i  Hukum dan  Hak 

Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor:  

M.02.PR.08 .10  Tahun  2004  ten tang  Tata  Cara  

Pengangkatan  Anggota ,  Pemberhent i an  Anggota ,  

Susunan  Organ isas i ,  Tata  Ker ja  dan  Tata  Cara  

Pemer iksaan  Maje l i s  Pengawas  Notar i s ,  bahwa 

Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  Notar i s  dapat  

menguatkan ,  merubah,  atau  membata lkan  Putusan  

Maje l i s  Pemer iksa  Wilayah ,  dan  memutus  

send i r i .  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

bers i f a t  f i na l  dan  mempunyai  kekuatan  hukum 

te tap ,  kecua l i  putusan  ten tang  pengusu lan  

pember ian  sanks i  berupa  pemberhen t i an  dengan  

t i dak  hormat  kepada  Menter i  (V ide  Bukt i  T- 3) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa  Putusan  Tergugat  (Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s )  yang  merupakan  Obyek  Perkara  bukan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  karena  Putusan  

Tergugat  te rsebu t  merupakan  putusan  dar i  suatu  

ins t i t u s i  atau  lembaga  yang  t i dak  berbeda  

dengan  kekuatan  suatu  putusan  pengad i l an  yang  

t i dak  dapat  d iguga t  pembata lannya  da lam 

perad i l an  apapun,  ha l  mana  dapat  d i l i h a t  dar i  

ka l ima t  pada  Kepala  Putusan  Tergugat  (Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s ) ,  Obyek  Perkara  yang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memakai  ka l ima t  “ i r ah - i r ah ”

                      “Dengan  Rakhmat  Tuhan Yang  

Maha Esa”  

Sela in  i t u  juga  memakai  i s t i l a h  “pu tusan  dalam 

perkara ” ,   yang  merupakan  has i l  dar i  

pers i dangan  yang  te rbuka  untuk  umum sete lah  

mela lu i   acara  jawab  menjawab  dan  pembukt i an  

sebaga imana  suatu  pers i dangan  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.  Bahwa  se lan ju t nya  apab i l a  di l i h a t  buny i  

Amar  Putusan  Tergugat  (Obyek  Perkara ) ,  je l as  

bahwa  Putusan  Tergugat  (Obyek  Perkara )  murn i  

merupakan  Putusan  Perkara ,  sebaga imana  Terguga t  

kut i p  dar i  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s  (Obyek  Perkara )  pada  ha laman  33  di  

bawah in i :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Meng inga t ,  bahwa  berdasarkan  Pasa l - Pasal  

Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  ten tang  

Jabatan  Notar i s  dan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  pelaksanaannya ,  ser ta  berdasarkan  

has i l  rapa t  musyawarah  Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  

da lam  memer iksa  perkara  band ing  in i ,  

mengadi l i : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEMUTUSKAN

Mener ima  permohonan  

Pembanding /Pe lapo r ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  37 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 37
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan  membata lkan  Putusan  Maje l i s  Pengawas  

Wilayah  Notar i s  Prov ins i  Banten  Nomor  

W29/PSTN/Not .14 /2010  tangga l  2  Ju l i  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menja tuhkan  sanks i  pemberhent i an  sementara  6  

(enam)  bulan  te rhadap  Notar i s  Surya  Hasan,  

S.H.  te rh i t ung  se jak  serah  te r ima  Protoko l  

d i  Maje l i s  Pengawas  Daerah  Notar i s  Jakar ta  

Utara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Memer in tahkan  kepada  Notar i s  Surya  Hasan,  S.H.  

untuk  menyerahkan  Pro toko l  Notar i s  yang  

dalam penguasaannya  kepada  Notar i s  la i n  yang  

akan  di tun j uk ” ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa kata - kata  “ memer iksa  perkara  band ing ”  dan 

kata  “ mengadi l i ”  pada  kut i pan  te rsebu t  d i  atas  

menunjukkan  bahwa  Putusan  Tergugat  (Obyek  

Perkara )  bukan  Putusan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara ,  akan  te tap i  merupakan  putusan  

pengad i l an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bahwa  sesua i  dengan  kewenangannya  yang  

dia tu r  dalam   keten tuan  Pasal  70  huru f  a  dan  

Pasal  77  huru f  a  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s ,  Maje l i s  Pengawas  

Pusat  Notar i s  memer iksa  dan  memutus  perkara  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam  pers idangan ,  seh ingga  Putusan  Tergugat  

(Obyek  Perkara )  yang  dike lua rkan  oleh  Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s  adalah  bukan  “Keputusan  

Tata  Usaha  Negara”  ( j ad i  je l as  bukan  mengenai  

ta ta  usaha  negara  dan admin is t r a s i  negara ) :

Pasal  70  huru f  a  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Maje l i s  Pengawas  Daerah  

berwenang: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menyelenggarakan  s idang  untuk  memer iksa  adanya  

dugaan  pelanggaran  Kode  Et i k  Notar i s  atau  

pelanggaran  pelaksanaan  jaba tan  Notar i s ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pasal  77  huru f  a Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Maje l i s  Pengawas  Pusat  

berwenang: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menyelenggarakan  s idang  untuk  memer iksa  dan  

mengambi l  keputusan  dalam  t i ngka t  band ing  

te rhadap  pen ja tuhan  sanks i  dan  penolakan  

cut i ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan  demik ian ,  berdasarkan  Pasa l  70  huru f  a 

dan  Pasa l  77  huru f  a  Undang- Undang  Nomor  30 

Tahun  2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  te rsebu t  d i  

Hal  39 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas ,  kewenangan  Maje l i s  Pengawas  Daerah  dan  

Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  ada lah  memutus  

perkara ,  jad i  je l as  bukan  berkenaan  dengan  ta ta  

usaha  negara  dan  admin i s t r a s i  negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

5.  Bahwa  Putusan  Tergugat  (Maje l i s  Pengawas 

Pusat  Notar i s )  yang  obyek  perkaranya  bukan  

keputusan  ta ta  usaha  Negara  karena  dida lam  

Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  yang  

mengeluarkan  Putusan  Tergugat  ( Obyek  Perkara )  

te rsebu t  te rdapa t  unsur  Hakim  Pemer iksa  yang  

berasa l  dar i  ”Nota r i s ”  dan  ”Ah l i / A kademis i ”  

yang  bukan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara .  Hal  te rsebu t  d i  dukung  oleh  keten tuan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i .  Bahwa  Pasa l  67  ayat  (2 )  Undang- Undang 

No.  30  Tahun  2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  

berbuny i  bahwa dalam  melaksanakan  pengawasan  

atas  nota r i s ,  Menter i  membentuk  Maje l i s  

Pengawas;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

i i .  Bahwa sehubungan  dengan  Maje l i s  Pengawas  

pada  Pasa l  67  ayat  (2 )  d i  atas ,  Pasal  68  

Undang- Undang  No.  30  Tahun  2004  ten tang  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 40
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan  Notar i s  mengatu r  bahwa  Maje l i s  

Pengawas  te rd i r i  atas :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

-  Maje l i s  Pengawas  Daerah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Maje l i s  Pengawas  Wi layah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-  Maje l i s  Pengawas  Pusat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berka i t an  dengan  Maje l i s  Pengawas 

te rsebu t ,  berdasarkan  keten tuan  Pasa l  76 ayat  

(2 )  jo .  Pasa l  67 ayat  (3 )  Undang- Undang Nomor  

30  Tahun  2004  ten tang  Jabatan  Notar i s ,  

Maje l i s  Pengawas Pusat  Notar i s  yang  ber t i ndak  

sebaga i  para  hak im  yang  memer iksa  perkara  

ber j umlah  9  (sembi l an )  orang  yang  te rd i r i  

atas  unsur - unsur  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemer in tah  sebanyak  3  ( t i ga )  orang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Organ isas i  nota r i s  sebanyak  3  ( t i g a )  orang;  

dan - - - - - - - - - - - - -

Ahl i / a kademis i  sebanyak  3  ( t i ga )  orang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i v . Bahwa Notar i s  sebaga i  sa lah  satu  unsur  

Maje l i s  Pemer iksa  d i  da lam  Maje l i s  Pengawas  

Hal  41 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat  Notar i s  adalah  bukan  Badan atau  Pejaba t  

Tata  Usaha  Negara ,  dengan  alasan- a lasan  

sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa Pasa l  3 huru f  g Undang- Undang  Nomor  30  

Tahun  2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  

berbuny i :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Syara t  untuk  dapat  d iangka t  menjad i  

Notar i s  sebaga imana  dimaksud  dalam pasa l  2  

ada lah :  - - - - - - - - - - - - - -

g.  t i dak  bers ta t us  sebaga i  pegawai  

neger i ,  pe jaba t  negara ,  advokat ,  atau  

t i dak  sedang  memangku  jaba tan  la i n  yang  

oleh  undang- undang  di l a r ang  untuk  

di rangkap  dengan  jaba tan  Notar i s ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Pasa l  3  huru f  g  Undang- Undang  

Jabatan  Notar i s  d i  atas  mengatu r  sa lah  

satu  syara t  seseorang  untuk  menjad i  

“Nota r i s ”  ya i t u  orang  yang  bersangku tan  

bukan  pegawai  neger i  dan  juga  bukan  

pejaba t  negara ,  yang  ar t i n ya  seorang  

“Nota r i s ”  bukan lah  Badan  Atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 42
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atas ,  maka  te rbuk t i  bahwa  Maje l i s  

Pemer iksa  di  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s  yang  berasa l  dar i  unsur  “Nota r i s ”  

bukan  badan  atau  pe jaba t  ta ta  usaha  

negara ,  sebaga imana  penger t i an  “badan  atau  

pejaba t  ta ta  usaha  negara”  yang  te rcan tum  

pada  Pasa l  1  angka  8  Undang- undang  Nomor  

51 Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -   

b. Bahwa demik ian  pula  dengan  ahl i / a kademis i ,  

yang  juga  sebaga i  sa lah  satu  unsur  Maje l i s  

Pemer iksa  di  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s ,  bukan lah  pe jaba t  atau  badan  ta ta  

usaha  negara ,  karena  ah l i / a kademis i  

merupakan  suatu  pro fes i  yang  berd i r i  

send i r i  dan  ahl i / a kademis i  t i dak  melakukan  

keg ia tan  yang  bers i f a t  ekseku t i f  

pemer in tahan ,  ba ik  di  pusat  maupun  d i  

daerah ,  seh ingga  t i dak  memenuhi  penger t i an  

“Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara”  

yang  dimaksud  dalam  Pasa l  1  angka  8 

Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ;  

Hal  43 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

B. EKSEPSI  BERKENAAN DENGAN LEWATNYA TENGGANG WAKTU. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Pasa l  55   Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  menyatakan  

bahwa:  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  dalam  tenggang  

waktu  sembi l an  puluh  har i  te rh i t ung  se jak  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara” ;  - - - - - - - - - - - - - -

2. Bahwa  apab i l a  Penggugat  menganggap  Objek  

Gugatan  merupakan  obyek  Tata  Usaha Negara ,  yang  

merupakan  ha l  yang  ke l i r u ,  maka tenggang  waktu  

penga juan  gugatan  te l ah  lewat  waktu ,  karena  

berdasarkan  bukt i  yang  ada  Penggugat  sudah  

mengetahu i   ob jek  gugatan  se jak  Putusan  

dibacakan  dalam  s idang  te rbuka  untuk  umum pada  

tangga l  29  November  2010  yang  d ihad i r i  o leh  

Penggugat  dan  se lan ju t nya  sa l i nan  putusan  

diambi l  o leh  Penggugat  pada  tangga l  3  Desember  

2010  (V ide  Bukt i  T- 4) ,  sementa ra  penga juan  

gugatan  te rda f t a r  pada  tangga l  08  Maret  2011,  

seh ingga  je l as  te l ah  melampaui  jangka  waktu  

yang  dibe r i k an  oleh  Undang- Undang,  seh ingga  

patu t  d i to l a k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bahwa berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d i  atas ,  Tergugat  

mohon  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  Terhormat  yang  

memer iksa  perkara  ta ta  usaha  negara  in i  agar  dapat  

member ikan  putusan  sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - - - - - - - - -

Mener ima  ekseps i  kewenangan  mengadi l i  dar i  Tergugat  

untuk  se lu ruhnya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

t i dak  berwenang  mengadi l i  perkara  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Namun  demik ian  apabi l a  Maje l i s  Hakim  berpendapat  

la i n ,  maka  Terguga t  mencadangkan  haknya  untuk  

menyampaikan  jawaban  pada  pokok  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  p ihak  Tergugat  I I  In te r vens i  juga  te lah  

mengajukan  Ekseps i  te r t angga l  12  Apr i l  2011,  dengan  

mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - -

Hal  45 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 45
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EKSEPSI  MENGENAI TENGGANG WAKTU. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”Gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  karena  

gugatan  Penggugat  d ia j ukan  melewat i  tenggang  waktu  

90  har i .  Penggugat  sudah  mengetahu i  obyek  gugatan  

ya i t u  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  

Nomor:  11/B /MJ.PPN/XI / 2010  ( ”Pu tusan  MPPN”)  se jak  

dibacakan  pada  pers i dangan  tangga l  29  November  

2010  sedangkan  gugatan  dia jukan  pada  tangga l  8 

maret  2011” ;  - - - - - - - - - - - - -

I . 1 .  Pada  tangga l  29  November  2010  Penggugat  

(Nota r i s  Surya  Hasan,  S.H. )  te l ah  menghadi r i  

pers i dangan  pembacaan  Putusan  MPPN (Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s ) ,  (v i de  Bukt i  T. I I . I n t -

1)  sebaga imana  diku t i p  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”Demik ian  d ipu tuskan  dalam  rapa t  musyawarah  

Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  pada  har i  Senin ,  

tangga l  29  November  2010  yang  te rd i r i  atas  

Nurman  Riza l ,  SH sebaga i  Ketua ,  Pro f .  Abdul  

Bar i  Azed,  SH,  MH.  dan  Kurn ia  Toha,  SH,  LLM,  

Ph.D.  masing- masing  sebaga i  Anggota .  Putusan  

in i  d iucapkan  dalam s idang  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i  Senin ,  tangga l  29  November  2010  

dalam  s idang  yang  te rbuka  untuk  umum oleh  

Maje l i s  Pemer iksa ,  yang  te rd i r i  atas  Nurman  

Riza l ,  SH.  sebaga i  Ketua ,  Prof .  Abdul  Bar i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 46
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Azed,  SH,  MH. dan Kurn ia  Toha,  SH,  LLM,  Ph.D.  

masing- masing  sebaga i  Anggota ,  d iban tu  oleh  

Nur  Ichwan,  SH,  MH  sebaga i  Sekre ta r i s  

Maje l i s ,  yang  dihad i r i  o leh  Kuasa  Hukum 

Pembanding  dahu lu  Pelapor  ser ta  Terband ing  

dahu lu  Ter lapor . ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cata tan :  yang  dimaksud  dengan  ”Terband ing  

dahu lu  Ter lapo r ”  ada lah  Notar i s  Surya  Hasan,  

S.H.  (Penggugat ) ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jad i ,  Penggugat  sudah  mengetahu i  obyek  gugatan  

(Putusan  MPPN)  se jak  dibacakan  ya i t u  pada  

tangga l  29  (dua  puluh  sembi lan )  November  

2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

I . 2 .  Pada  tangga l  8  (de lapan)  Maret  2011  

Penggugat  mela lu i  kuasa  hukumnya,  Dwiana  

Miran t i ,  S.H.  dan  I r f an ,  S.H. ,  para  advokat  

pada  kanto r  hukum DWIPA LAW FIRM,  mengajukan  

gugatan  perkara  a  quo  ke  Kepani te raan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  yang  

te rda f t a r  da lam  perkara        Nomor:  

43/G/2011 /PTUN.JKT;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I . 3 .  Oleh  karena  Penggugat  sudah  mengetahu i  

obyek  gugatan  se jak  tangga l  29  (dua  puluh  

Hal  47 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47
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sembi lan )  November  2010  sedangkan  gugatan  

dia jukan  oleh  Penggugat  pada  tangga l  8 

(de lapan)  Maret  2011,   maka gugatan  Penggugat  

yang  dia jukan  oleh  Penggugat  te lah  melewat i  

tenggang  waktu  90  (sembi l an  puluh)  har i ,  

seh ingga  gugatan  te rsebu t  t i dak  memenuhi  

keten tuan  Pasal  55  Undang- Undang  Nomor:  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

yang  berbuny i  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

” Gugatan  dapat  d ia j ukan  hanya  da lam  waktu  

sembi l an  har i  te rh i t u ng  se jak  saat  saat  

d i t e r imanya  atau  diumumkannya  Keputusan  Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara ” ;  - - - - - - - - - - - - -

I . 4 .  Oleh  karena  gugatan  Penggugat  d ia j ukan  

melewat i  tenggang  waktu  yang  d isyara t kan  oleh  

undang- undang,  maka  gugatan  penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

EKSEPSI  KOMPETENSI ABSOLUT.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  

berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan memutus  gugatan  

perkara  a  quo  karena  obyek  gugatan  perkara  a  quo  

ya i t u  Putusan  Maje l i s  Pengawas Pusat  Notar i s  bukan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara  seh ingga  t i dak  dapat  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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diguga t  pembata lannya  di  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  sebab  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s  te rsebu t  d ike lua r kan  oleh  Hakim  pemer iksa  

dan  pemutus  di  Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  Notar i s  

( ”MPPN”)  yang  bukan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

I I . 1 .  ALASAN  PERTAMA  ( I )  .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

”Putusan  MPPN (Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s )  

bukan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  karena  unsur  

Hakim  Pemer iksa  dan  Pemutus  di  MPPN berasa l  

dar i  Notar i s  dan  Ahl i /Akademis i  yang  bukan  

Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara” ;  

- - - - - - - - - - - - - -

I I . 1 . 1 .  Pengawasan  atas  nota r i s  d i l akukan  

dengan  membentuk  Maje l i s  Pengawas 

sebaga imana  dia tu r  da lam  keten tuan  Pasa l  

67  ayat  (2 )  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s  ( ”Undang-

Undang  Jabatan  Notar i s ” )  (v i de  Bukt i  

T. I I . I n t - 2) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 1 . 2 .  Pasal  68  UU Jabatan  Notar i s  (v ide  

Bukt i  T. I I . I n t - 2)  mengatu r  bahwa  Maje l i s  

Pengawas te rd i r i  atas :  - - - - - - - - - - - - -

Hal  49 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 49
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a.  Maje l i s  Pengawas  Daerah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

b.  Maje l i s  Pengawas  Wilayah ;  dan 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c.  Maje l i s  Pengawas  Pusat ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menuru t  keten tuan  Pasa l  76  ayat  (2 )  jo .  

Pasal  67  ayat  (3 )  Undang- Undang  Jabatan  

Notar i s  (v i de  Bukt i  T. I I . I n t - 2) ,  Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s  yang  ber t i ndak  

sebaga i  para  hak im  ber j umlah  9  (sembi l an )  

orang  yang  te rd i r i  atas  unsur :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pemer in tah  sebanyak  3  ( t i ga )  orang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Organ isas i  nota r i s  sebanyak  3  ( t i g a )  

orang ;  dan - - - - - - - -

Ahl i / a kademis i  sebanyak  3  ( t i ga )  orang ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 1 . 3 .  Dua unsur  Hakim Pemer iksa  dan  Pemutus  

di  da lam  MPPN yakn i  “Organ i sas i  Notar i s ”  

dan   “Ah l i / A kademis i ”  ada lah  bukan  “Badan  

atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara”  

sebaga imana  Tergugat  I I  In te r vens i  ura i kan  

di  bawah in i :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50
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I I . 1 . 3 . 1 .  “NOTARIS”  Bukan  Badan  Atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  bukt i - bukt i  d i  bawah 

in i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  3  huru f  g  UU Jabatan  Notar i s  

(v i de  Bukt i  T. I I . I n t - 2)  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Syara t  untuk  dapat  d iangka t  

menjad i  nota r i s  sebaga imana  

dimaksud  dalam  pasa l  2  ada lah :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

….

….

….

….

….

 …

t i dak  bers ta tus  sebaga i  pegawai  

neger i ,  pe jaba t  negara ,  

advokat ,  atau  t i dak  sedang  

memangku jaba tan  la i n  yang  oleh  

undang- undang  di l a r ang  untuk  

di rangkap  dengan  jaba tan  

Notar i s . ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  51 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 51
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Oleh  karena  syara t  seseorang  untuk  

menjad i  “Nota r i s ”  sebaga imana  

dia tu r  dalam  keten tuan  Pasal  3 

huru f  g  Undang- Undang  Jabatan  

Notar i s  d i  atas  ada lah  orang  yang  

bersangku tan  bukan  pegawai  neger i  

dan  juga  bukan  pejaba t  negara ,  

maka je l as  dapat  d is impu lkan  bahwa 

“Nota r i s ”  Bukan Badan Atau  Pejaba t  

Tata  Usaha Negara ;  - - - - - - - - - - - - - - -

Dalam  se ja rah  perad i l an  ta ta  usaha  

negara  belum  pernah  nota r i s  

d iguga t  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha 

Negara  sebaga i  pe jaba t  negara  dan  

semua  pembata lan  akta  atau  sura t  

yang  dibua t  o leh  nota r i s  se la l u  

mela lu i  Perad i l an  Umum; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  bukt i - bukt i  te rsebu t  d i  

atas ,  maka  te rbuk t i  bahwa  Hakim 

Pemer iksa  dan  Pemutus  di  MPPN 

(Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s )  

yang  berasa l  dar i  unsur  “Nota r i s ”  

bukan  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara ,  sebaga imana  penger t i an  

“Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha 

Negara”  yang  te rcan tum  pada  Pasal  1 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 52
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angka  8 Undang- undang  Nomor  51 Tahun 

2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 1 . 3 . 2 . “Ah l i / A kademis i ”  Bukan  Pejaba t  

Atau  Badan  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  bukt i - bukt i  d i  bawah 

in i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unsur  la i n  sebaga i  Hakim  Pemer iksa  

dan  Pemutus  dar i  MPPN  (Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s )  adalah  

“Ah l i / A kademis i ” ,  yang  je l as  bukan  

Badan atau  Pejaba t  Tata  Usaha Negara  

karena  Ahl i /Akademis i  merupakan  

pro fes i  yang  berd i r i  send i r i  dan  

t i dak  melakukan  keg ia tan  yang  

bers i f a t  ekseku t i f ,  ba ik  di  Pusat  

maupun  d i  Daerah ,  seh ingga  t i dak  

memenuhi  penger t i an  “Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara”  

sebaga imana  yang  te rcan tum  pada  

Pasal  1  angka  8  Undang- undang  Nomor  

51  Tahun  2009  ten tang  Perubahan  

Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Hal  53 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 53
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Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara .  Oleh  karenanya  

“Ah l i / A kademis i ”  Bukan lah  Pejaba t  

Atau  Badan  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 1 . 4 .  Berdasarkan  ha l  te rsebu t  d i  atas ,  

maka te rbuk t i  bahwa MPPN (Maje l i s  Pengawas  

Pusat  Notar i s )  ada lah  Bukan  Badan  Atau  

Pejaba t  Tata  Usaha Negara ,  karena  d i  da lam 

MPPN  (Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s )  

te rdapa t  unsur - unsur  bukan  Badan  atau  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara ,  da lam  ha l  in i  

unsur  “Nota r i s ”  dan  “Ah l i / A kademis i ” .  

Dengan  demik ian ,  Set iap  Putusan  Dar i  MPPN 

(Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s )  t i dak  

dapat  d ikua l i f i k a s i k an  sebaga i  “Keputusan  

Tata  Usaha  Negara”  seh ingga  Putusan  MPPN 

(Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s )  t i dak  

memenuhi  penger t i an  “Keputusan  Tata  Usaha  

Negara”  menuru t  Pasal  1  angka  9  Undang-

undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5 

Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 54
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I I . 2 .  ALASAN  KEDUA  ( I I ) .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

”Putusan  MPPN  (Maje l i s  Pengawas Pusat  Notar i s )  

bukan  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  karena  

Putusan  MPPN  sebaga i  putusan  dar i  

Ins t i t u s i / L embaga/Badan  pada  dasarnya  t i dak  

berbeda  dengan  kekuatan  Putusan  Pengad i l an  yang  

t i dak  dapat  d iguga t  pembata lannya  da lam 

perad i l an  apapun,  sebab  Putusan  MPPN memakai  

“ i r ah - i r ah ”  “Demi  Rakhmat  Tuhan  yang  Maha Esa”  

dan  Putusan  MPPN memakai  i s t i l a h  “pu tusan  

perkara ”  yang  merupakan  has i l  pers i dangan  yang  

te rbuka  untuk  umum  sete lah  mela lu i  jawab  

menjawab  dan  pembukt i an  sebaga imana  suatu  

pers i dangan  perkara ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 2 . 1 .  Berdasarkan  keten tuan  Pasa l  1 angka  6,  

Pasal  67  ayat  (2 ) ,  Pasal  77  dan  Pasa l  85  

Undang- Undang  Jabatan  Notar i s  (v i de  Bukt i  

T. I I . I n t - 2) ,  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s  d ibe r i k an  kewenangan  dan  kewaj i ban  

untuk  melaksanakan  pembinaan  dan 

pengawasan  te rhadap  nota r i s  anta ra  la i n  

te rmasuk  kewenangan  menyelenggarakan  

pers i dangan  atas  laporan /pengaduan  dugaan  

adanya  pelanggaran  te rhadap  Undang- Undang 

Hal  55 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 55
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Jabatan  Notar i s  ser ta  kewenangan  

menja tuhan  hukuman  atau  sanks i ,  

sebaga imana  diku t i p  pasa l - pasa l  te rsebu t  

sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Pasal  1 angka  6 Undang- Undang  Jabatan  

Notar i s  (v i de  Bukt i  T. I I . I n t - 2)  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

” Maje l i s  Pengawas  ada lah  suatu  badan  yang  

mempunyai  kewenangan  dan  kewaj i ban  untuk  

melaksanakan  pembinaan  dan  pengawasan  

te rhadap  Notar i s . ” ;  - - - - - - - - - - - -

Pasal  67  ayat  (2 )  Undang- Undang 

Jabatan  Notar i s  (v i de  Bukt i  T. I I . I n t - 2)  

berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

” Dalam melaksanakan  pengawasan  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  Menter i  membentuk  

Maje l i s  Pengawas . ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  77  Undang- Undang  Jabatan  Notar i s  

(v i de  Bukt i  T. I I . I n t - 2)   berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 56
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- - - - - - -

“Maje l i s  Pengawas  Pusat  berwenang:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyelenggarakan  s idang  untuk  memer iksa  

dan  mengambi l  Keputusan  peno lakan  dalam  

t i ngka t  band ing  te rhadap  penja tuhan  

sanks i  dan  peno lakancu t i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

memanggi l  Notar i s  te r l apo r  untuk  di l akukan  

pemer iksaan  sebaga imana  d imaksud  pada  

huru f  a;  - - -

menja tuhkan  sanks i  pemberhent i an  

sementa ra ;  dan - -

mengusu lkan  pember ian  sanks i  berupa  

pemberhent i an  dengan   t i dak  hormat  

kepada  Menter i ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  85  Undang- Undang  Jabatan  Notar i s  

(v i de  Bukt i  T. I I . I n t - 2)  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

“  Pelanggaran  keten tuan  sebaga imana  

dimaksud  dalam Pasal  7,  Pasal  16  ayat  (1 )  

huru f  a,  Pasa l  16  ayat  (1 )  huru f  b,  Pasal  

16  ayat  (1 )  Huru f  c ,  Pasal  16  ayat  (1 )  

huru f  d,  Pasa l  16  ayat  (1 )  huru f  e,  Pasal  

Hal  57 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 57
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16  ayat  (1 )  huru f  f ,  Pasal  16  ayat  (1 )  

huru f  g,  Pasa l  16  ayat  (1 )  huru f  h,  pasa l  

16  ayat  (1 )  huru f  i ,  Pasa l  16  ayat  (1 )  

huru f  j ,  Pasa l  16  ayat  (1 )  huru f  k,  Pasa l  

17,  Pasa l  20,  Pasal  27,  Pasa l  32,  Pasa l  

37,  Pasa l  54,  Pasa l  58,  Pasal  59  dan/a tau  

Pasal  63,  dapat  d ikena i  sanks i  berupa:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

teguran  l i san ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

teguran  te r t u l i s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

pemberhent i an  sementara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pemberhent i an  dengan  hormat ;  atau  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pemberhent i an  dengan  t i dak  hormat  ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 2 . 2 .  Selan ju t nya  Pasa l  35  ayat  (1 )  dan  (2 )  

Pera tu ran  Menter i  Hukum  dan  Hak  Asas i  

Manusia  Republ i k  Indones ia  Nomor  

M.02.PR.08 .10  Tahun  2004  ten tang  Tata  Cara  

Pengangkatan  Anggota ,  Pemberhent i an  Anggota ,  

Susunan  Organ isas i ,  Tata  Ker ja  dan  Tata  Cara  

Pemer iksaan  Maje l i s  Pengawas  Notar i s  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 58
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( “Permen  Tahun  2004” )  (v ide  Bukt i  T. I I . I n t -

3)  menerangkan  bahwa Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  

dapat  menguatkan ,  mengubah,  atau  membata lkan  

putusan  Maje l i s  Pemer iksa  Wilayah ,  dan 

memutus  send i r i ,  ser ta  Putusan  Maje l i s  

Pengawas  Pusat  bers i f a t  f i na l  dan  mempunya i  

kekuatan  hukum  te tap  ( f i na l  and  bind ing ) ,  

kecua l i  putusan  ten tang  pengusu lan  pember ian  

sanks i  berupa  pemberhent i an  dengan  t i dak  

hormat  kepada  Menter i ,  sebaga imana  diku t i p  

sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  35  ayat  (1 )  Permen  Tahun  2004  (v i de  

Bukt i  T. I I . I n t - 3)  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  dapat  menguatkan ,  

mengubah  atau  membata lkan  putusan  Maje l i s  

Pemer iksa  Wi layah  dan  memutus  send i r i ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Pasal  35  ayat  (2 )  Permen  Tahun  2004  (v i de  

Bukt i  T. I I . I n t - 3)  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“ Putusan  Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  bers i f a t  

f i na l  dan  mempunyai  kekuatan  hukum te tap ,  

Hal  59 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 59
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kecua l i  putusan  ten tang  pengusu lan  

pember ian  sanks i  berupa  pemberhent i an  

dengan t i dak  hormat  kepada  Menter i ” ;  - - - - -

I I . 2 . 3 .  Putusan  MPPN (Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s )  merupakan  Putusan  has i l  pers idangan  

yang  te rbuka  untuk  umum yang  dihad i r i  o leh  

pihak  Ter lapo r  dan  p ihak  Pelapor ,  seh ingga  

merupakan  has i l  dar i  proses  “Pro  Jus t i t i a ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 2 . 4 .  Di l i ha t  dar i  bentuk  dan  ka l ima t  pada  

“Kepa la ”  Putusan  MPPN (Maje l i s  Pengawas Pusat  

Notar i s )  menyelenggarakan  s idang  untuk  

memer iksa  dan  mengambi l  keputusan  peno lakan  

dalam  t i ngka t  band ing  te rhadap  pen ja tuhan  

sanks i  dan  peno lakan  

cut i ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 (v ide  Bukt i  T. I I . I n t - 1)  yang  te rdapa t  

tu l i s an  “ dengan  rakhmat  tuhan  yang  maha esa ”  

yang  kami  kut i p  sebaga i  ber i ku t :  - - - - - - - -

“MAJELIS  PENGAWAS PUSAT NOTARIS

SALINAN PUTUSAN

Nomor:  11/B /Mj .PPN/XI / 2010

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS

Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  Notar i s  yang  

memer iksa  dan  memutuskan  permohonan  band ing  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 60
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te rhadap  Putusan  Maje l i s  Pengawas  Wi layah  

Notar i s  Prov ins i  Banten ,  tangga l  2  Ju l i  2010  

menja tuhkan  putusan  da lam  perkara : ”  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 2 . 5 .  Amar  Putusan  MPPN  (Maje l i s  Pengawas 

Pusat  Notar i s )  murn i  Putusan  Perkara  seper t i  

d iku t i p  dar i  ha laman  33  dar i  Putusan  MPPN 

(v i de  Bukt i  T. I I . I n t - 1)  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“Meng inga t ,  bahwa  berdasarkan  Pasa l - Pasa l  

Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  ten tang  

Jabatan  Notar i s  dan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  pelaksanaannya ,  ser ta  berdasarkan  

has i l  rapa t  musyawarah  Maje l i s  Pemer iksa  

Pusat  da lam  memer iksa  perkara  band ing  in i ,  

mengadi l i ” :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MEMUTUSKAN

Mener ima  permohonan  Pembanding /Pe lapo r ;

Menyatakan  membata lkan  Putusan  Maje l i s  

Pengawas  Wi layah  Notar i s  Prov ins i  Banten  

Nomor  W29/PSTN/Not .14 /2010  tangga l  2  

Ju l i  2010; - - - - - - - - - - - - - -

Menja tuhkan  sanks i  pemberhent i an  sementara  

6  (enam)  bulan  te rhadap  Notar i s  Surya  

Hasan,  S.H.  te rh i t ung  se jak  serah  te r ima  

Pro toko l  d i  Maje l i s  Pengawas  Daerah  

Notar i s  Jakar ta  

Utara ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  61 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 61
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Memer in tahkan  kepada  Notar i s  Surya  Hasan,  

S.H.  untuk  menyerahkan  Pro toko l  Notar i s  

yang  dalam  penguasaannya  kepada  Notar i s  

la i n  yang  akan  di t un j uk ” ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kata- kata  “Memer iksa  Perkara  Banding”  dan  

kata  “MENGADILI ”  menunjukkan  bahwa Putusan  

MPPN bukan  Putusan  Badan atau  Pejaba t  Tata  

Usaha  Negara ,  akan  te tap i  Putusan  

Pengad i l an ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I I . 2 . 6 .  Putusan  MPPN bukan  “Keputusan  Tata  

Usaha  Negara”  ada lah  sesua i  dengan  

kewenangannya  untuk  memer iksa  perkara  

dalam pers idangan  ( jad i  bukan  per iha l  ta ta  

usaha  negara  dan  admin i s t r a s i  negara )  

dengan  alasan  dan  dasar  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Pasal  70  huru f  a  Undang- Undang  Jabatan  

Notar i s  (v i de  Bukt i  T. I I . I n t - 2)  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

“Maje l i s  Pengawas  Daerah  berwenang:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menyelenggarakan  s idang  untuk  memer iksa  

adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Et i k  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Notar i s  atau  pelanggaran  pe laksanaan  

jaba tan  Notar i s ; ”  - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  77  huru f  a  UU Jabatan  Notar i s  (v i de  

Bukt i  T. I I . I n t - 2)  berbuny i :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

“  Maje l i s  Pengawas  Pusat  berwenang:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

menyelenggarakan  s idang  untuk  memer iksa  

dan  mengambi l  keputusan  dalam  t i ngka t  

band ing  te rhadap  pen ja tuhan  sanks i  dan  

peno lakan  cut i ;  - - - - -

Jad i  je l as  te r l i h a t  bahwa  kewenangan  

Maje l i s  Pengawas  Daerah  dan  Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s  adalah  Memutus  

Perkara ,  bukan  per i ha l  Tata  Usaha 

Negara /Admin i s t r a s i  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

maka  berdasarkan  da l i l - da l i l  dan  fak ta - fak ta  hukum 

te rsebu t  d i  atas ,  Terguga t  I I  In te r vens i  memohon 

agar  sebe lum  memer iksa  perkara ,  Maje l i s  Hakim 

memer iksa  te r l eb i h  dahu lu  ekseps i  in i  dan  

mengeluarkan

Putusan  Sela  sebaga i  ber i ku t :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

1.  Mener ima  ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i  untuk  

Hal  63 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.
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se lu ruhnya ;  - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

t i dak  berwenang  memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  

perkara  in i ;  - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima  

( nie t  ontvanke l i j k e  verk l aa rd ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara ;  

- - - - - - - - - - - - - - -

Tergugat  I I  In te r vens i  mencadangkan  hak  untuk  

mengajukan  Jawaban  Dalam  Pokok  Perkara  pada  

pers i dangan  in i  apab i l a  Maje l i s  Hakim  menolak  atau  

t i dak  mener ima  Ekseps i  dar i  Tergugat  I I  In te r vens i  

in i ;  - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  Ekseps i  Tergugat  dan  

Ekseps i  Tergugat  I I  In te r vens i ,  Penggugat  te l ah  

mengajukan  Tanggapannya  te r t angga l   19  Apr i l   2011,  

Terhadap  Tanggapan  Penggugat  te rsebu t  p ihak  Terguga t  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  masing- masing  menyatakan  

t i dak  mengajukan  tanggapan  lag i  namun  da l i l - da l i l  

te tap  pada  is i  Ekseps inya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Penggugat  te lah  mengajukan   a la t  bukt i  

berupa   sura t - sura t  fo tocopy  yang  bermate ra i  cukup  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dan  te lah  di l ega l i s i r  yang  diber i  tanda  

Bukt i   P – 1  sampai  dengan  P – 8,  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.Buk t i   P -  1 :  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 2 :  Undang- Undang Nomor  48 Tahun 2009  

ten tang  Kekuasaan  Kehak iman,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 3 : Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1985  

ten tang  Organ isas i  Kemasyaraka tan ,  

( fo t ocopy  dar i  fo tocopy ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 4 : Pendapat  Ind roha r t o ,  SH. ,  da lam 

Buku 1 Perad i l an  Tata  Usaha Negara  

–  Beberapa  Penger t i an  Dasar  Hukum 

Tata  Usaha Negara ,  fo tocopy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 5 : Pendapat  Adr ian  W.  Bedner  da lam 

bukunya  yang  ber j udu l   Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  d i  Indones ia ,  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;  - -

Hal  65 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.
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Bukt i  P – 6 : Sura t  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s  Nomor:  C-MPPN.12.10 .113  

Ter tangga l  3  Desember  2010,  

per i ha l  Sal i nan  Putusan ,  ( fo t ocopy  

sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 7 : Bukt i  peng i r iman  JNE  (PT.  TIKI  

JALUR NUGRAHA EKAKURIR) ,  tangga l  

10 Desember  2010,  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 8 : Sura t  Kete rangan  JNE  Ref  No.  

001/J ID /CS- SKT/ I I I / 2 011 ,  tangga l  1 

Maret  2011,  ( fo t ocopy  sesua i  

dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

sangka lannya ,  p ihak  Tergugat  juga  te lah  mengajukan  

ala t  bukt i  berupa  sura t - sura t  fo tocopy  yang  

bermate ra i  cukup  yang  te l ah  di l ega l i s i r  dan  dibe r i  

tanda   Bukt i   T -  1  sampai  dengan  T –  4   sebaga i  

ber i ku t ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.  Bukt i   T -  1 :  Putusan  Maje l i s  Pengawas 

Pusat  Notar i s  Nomor  :  

11/B /MJ.PPN/XI /2010 ,  te r t angga l  29 

November  2010,  ( fo t ocopy  sesua i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 66
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dengan  sa l i nan ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

2.  Bukt i   T -  2 :  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun 

2004  ten tang  Jabatan  Notar i s ,  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

3.  Bukt i   T -  3 :  Pera tu ran  Menter i  Hukum dan 

Hak  Asas i  Manus ia  Republ i k  

Indones ia  Nomor  :  M.02.PR.08 .10 ,  

Tahun  2004,  ten tang  Tata  Cara  

Pengangkatan  Anggota ,  

Pemberhent i an  Anggota ,  Susunan  

Organ isas i ,  Tata  Ker ja  dan  Tata  

Cara  Pemer iksaan  Maje l i s  Pengawas 

Notar i s ,  (  fo to  copy  dar i  fo tocopy  

) ;  - - - - - - - - - - - - - -

4.  Bukt i   T -  4 :  Tanda  te r ima  Sal i nan  Putusan  

yang  diambi l  o leh  Penggugat  pada  

tangga l  3  Desember  2010,  

( fo t ocopy  sesua i  dengan  sa l i nan ) ;  

- - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

sangka lannya ,  p ihak  Tergugat  I I  In te r vens i  juga  

te l ah  mengajukan  ala t  bukt i  berupa  sura t - sura t  

fo tocopy  yang  bermate ra i  cukup  yang  te l ah  

di l ega l i s i r  dan  dibe r i  tanda   Bukt i   TI I . I n t v .  -  1 

Hal  67 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.
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sampai  dengan  TI I . I n t v .  –  3   sebaga i  ber i ku t ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  TI I . I n t v .  – 1 : Sal i nan  Putusan  Maje l i s  

Pengawas  Pusat  Notar i s  Nomor:  

11/B /MJ.PPN/XI /2010 ,  tangga l  29 

November  2010,  da lam  perkara  

anta ra  PT.  Sweet  Indo lampung  

melawan  Surya        Hasan,  SH. ,  

( fo t ocopy  sesua i  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  TI I . I n t v .  – 2 : Pera tu ran  Menter i  Hukum 

dan  Hak  Asas i  Manus ia  Republ i k  

Indones ia  Nomor:  M.02.PR.08 .10  

Tahun  2004,  Tentang  Tata  Cara  

Pengangkatan   Anggota ,  

Pemberhent i an  Anggota ,  Susunan  

Organ isas i ,  Tata  Ker ja  dan  Tata  

Cara  Pemer iksaan  Maje l i s  Pengawas 

Notar i s ,  tangga l  7  Desember  2004,  

( fo t ocopy  sesua i  as l i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Bukt i  TI I . I n t v .  – 3 : Undang- Undang  Republ i k  

Indones ia  Nomor  30  Tahun  2004  

Tentang  Jabatan  Notar i s ,  ( fo t ocopy  

sesua i  as l i ) ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa   atas  kesempatan  yang  te l ah  

dibe r i k an  oleh  Maje l i s  Hakim  p ihak  Penggugat ,  p ihak  

Tergugat  dan  pihak  Tergugat  I I  In te r vens i ,  masing-

masing  menyatakan  t i dak  mengajukan  saks i  dan  t i dak  

akan  mengajukan  Kes impulan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

           Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  

te rungkap  dalam  pers idangan  menunjuk  pada  Ber i t a  

Acara  Pers idangan  yang  merupakan  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sahkan  dan  dianggap  te rmuat  da lam  per t imbangan  

putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  akh i rnya  kedua  belah  pihak  

yang  bersangku tan  menyatakan  t i dak  mengajukan  

sesuatu  hal  lag i  da lam  perkara  in i  dan  mohon 

putusan ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TENTANG  PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tu j uan  gugatan  

Penggugat  ada lah  sebaga imana  te ru ra i   d ia tas ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Menimbang,  bahwa pada  gugatan  Penggugat  

te rsebu t  memohon  d inya takan  bata l  atau  t i dak  sah  

obyek  sengketa  yang  d i t e r b i t k an  Tergugat  mela lu i  

Hal  69 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.
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Putusan  Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  Notar i s  Nomor  :  

11/B /Mj .PPN/XI / 2010  tangga l  29  November  2010  ten tang  

Sanks i  pemberhent i an  sementara  te rhadap  Notar i s  

Surya  Hasan,  SH.  se lama  6  (enam)  bulan  (buk t i  T-

1=T. I I . I n t - 1)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  

mengajukan  ekseps i ,  ya i t u  dengan  sura t  ekseps i  

masing- masing  te r t angga l  12 Apr i l  2011;  - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  ekseps i  Terguga t  dan  

Tergugat  I I  In te r vens i  te r sebu t  te l ah  di tanggap i  

o leh  Penggugat  dengan  sura t  tanggapan  te r t angga l  19  

Apr i l  2011;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i  yang  dia j ukan  anta ra  

la i n  te rdapa t  ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  

Pengad i l an  yang  menuru t  Maje l i s  Hakim  per lu  

dipe r t imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  untuk  menentukan  

dapat  t i daknya  pemer iksaan  pokok  sengke ta  dalam 

pers idangan  a- quo  d i l an j u t kan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim akan  

memper t imbangkan  ekseps i - ekseps i  sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  alasan- a lasan  ekseps i  Tergugat  

dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te rsebu t  se lengkapnya  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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te l ah  diu ra i kan  dalam bag ian  duduk  sengke ta  putusan  

a- quo,  yang  pada  pokoknya  ekseps i  Terguga t  dan 

Tergugat  I I  In te r vens i  ada lah  mengenai  ha l - ha l  

sebaga i  ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa,  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  

berwenang  mengadi l i  sengketa  a- quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

 Bahwa,  gugatan  te lah  lewat  waktu  90  (sembi l an  

puluh)  har i  sebaga imana  d i t en tukan  Pasal  55  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa ekseps i  Terguga t  dan  Tergugat  

I I  In te r vens i  te rsebu t  te lah  diban tah  oleh  Penggugat  

sebaga imana  te rmuat  da lam sura t  tanggapan  te r t angga l  

19  Apr i l  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  d ia tas ,  

Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  sebaga i  

ber i ku t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Terhadap  Eksepsi  angka  1  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Hal  71 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 71
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Menimbang,  bahwa ekseps i  angka  1  yang  d ia jukan  

oleh  Tergugat  dan  Terguga t  I I  In te r vens i  ada lah  

ten tang  kewenangan  abso lu t  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jakar t a  da lam  mengadi l i  sengketa  a- quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te r l epas  dar i  ura ian  yang  

menjad i  a lasan- alasan  dalam  ekseps i  yang  dia j ukan  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i ,  Maje l i s  Hakim 

akan  memper t imbangkan  send i r i ,  apakah  benar  pokok  

ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  yang  

menyatakan  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  t i dak  berwenang  mengadi l i  sengketa  a- quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  ob jek  sengketa  

gugatan  Penggugat  ada lah  Putusan  Maje l i s  Pemer iksa  

Pusat  Notar i s  Nomor  :  11/B /Mj .PPN/XI / 2010  tangga l  29  

November  2010  ten tang  Sanks i  pemberhen t i an  sementara  

te rhadap  Notar i s  Surya  Hasan,  SH.  se lama  6  (enam)  

bulan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  

Notar i s  d i  atas  d idasarkan  penun jukan  dalam 

Penetapan  Ketua  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  

Nomor  :  M.09.MPPN.11.10  Tahun  2010  tangga l  18 

November  2010  sebaga imana  dimuat  pada  lembar  per tama  

Putusan  Maje l i s  Pemer iksa  Pusat  Notar i s  Nomor  :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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11/B /Mj .PPN/XI / 2010  tangga l  29  November  2010/ob jek  

sengketa  a- quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  dapat  

d is impu lkan  bahwa  secara  ke lembagaan  putusan  yang  

menjad i  ob jek  sengke ta  gugatan  Penggugat  adalah  

putusan  Maje l i s  Pengawas  Pusat  Notar i s  yang  te l ah  

menja tuhkan  Sanks i  pemberhent i an  sementara  te rhadap  

Notar i s  Surya  Hasan,  SH. /Penggugat   se lama  6  (enam)  

bulan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa leb ih  lan ju t  mencermat i  ura ian  

putusan  yang  menjad i  ob jek  sengketa  gugatan  

Penggugat  te rnya ta  objek  sengketa  a- quo  merupakan  

putusan  band ing  te rhadap  putusan  Maje l i s  Pengawas  

Wilayah  Notar i s  Prov ins i  Banten  Nomor  :  

W29/PSTN/Not .14 /2010  tangga l  2  Ju l i  2010;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa lembaga  Maje l i s  Pengawas  Pusat  

Notar i s  bukan lah  merupakan  bentuk  Pengad i l an  khusus  

sebaga imana  dimaksud  da lam  Pasa l  25  dan Pasa l  27 

ayat  (1 )  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  ten tang  

Kekuasaan  Kehak iman ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  ob jek  sengke ta  

a- quo  bukan  putusan  Pengadi l an  namun  merupakan  

putusan  band ing  admin i s t r a t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  73 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 73
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Menimbang,  bahwa  sesua i  pen je l asan   Pasa l  48 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  Juncto  Undang- Undang  Nomor  51 

Tahun  2009  ten tang  Perubahan  Kedua  atas  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  bahwa,  j i ka  prosedur  

band ing  admin is t r a t i f  te l ah  di t empuh  dan  pihak  yang  

bersangku tan  te tap  belum  merasa  puas  maka  baru lah  

persoa lan nya  dapat  d iguga t  dan  dia j ukan  ke  

Pengad i l an .  Bahwa se lan ju t nya  pada  Pasal  51 ayat  (3 )  

menentukan  bahwa,  “Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha 

Negara  ber tugas  dan  berwenang  memer iksa ,  memutus  dan  

menyelesa i kan  di  t i ngka t  per tama  sengke ta  Tata  Usaha  

Negara  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  48”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  karena  objek  sengketa  a- quo  

merupakan  putusan  band ing  admin is t r a t i f  maka  sesua i  

keten tuan  Pasa l  48  Juncto  Pasa l  51  ayat  (3 )  Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  maka  yang  berwenang  

mengadi l i  ada lah  Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha Negara  

;  - -

Menimbang,  bahwa d i  samping  hal  te rsebu t   da lam 

keten tuan  Undang- Undang  RI  Nomor  30  Tahun  2004  

ten tang  Jabatan  Notar i s ,  menentukan  sebaga i  

ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Pasal  9  ayat  (1 )  bahwa,  “  Notar i s  d ibe rhen t i k an  

sementara  dar i  jaba tannya  karena  :  a.  . . . . ;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 74
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b.  . . . . . ;  c .  . . . . ;  atau  d.  . . . . ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  9  ayat  (2 )  bahwa,  “Sebe lum  pemberhent i an  

sementara  sebaga imana  d imaksud  pada  ayat  (1 )  

d i l akukan ,  Notar i s  d iber i  kesempatan  untuk  membela  

di r i  d ihadapan  Maje l i s  Pengawas  secara  ber jen j ang ”  

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -

Pasal  9  ayat  (3 )  bahwa,  “Pemberhen t i an  sementa ra  

Notar i s  sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (2 )  

d i l akukan  oleh  Menter i  atas  usu l  Maje l i s  Pengawas  

Pusat ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  

yang  dapat  d iguga t  d i  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

anta ra  la i n  harus lah  suatu  keputusan  yang  te lah  

bers i f a t  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bagi  

seseorang  atau  badan  hukum perda ta  (v ide  Pasa l  1 

angka  9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986) .  Bahwa  da lam  pen je l asan  Pasa l  1  angka  3 

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  menyatakan  bahwa 

keputusan  yang  masih  memer lukan  perse tu j uan  ins tans i  

atasan  atau  ins tans i  la i n  be lum bers i f a t  f i na l .  Dan 

di tegaskan  lag i  pada   Pasa l  2  but i r  c  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986,  yang  menyebutkan  bahwa  t i dak  

te rmasuk  dalam  penger t i a n  Keputusan  Tata  Usaha 

Hal  75 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 75
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Negara  menuru t  Undang- Undang  in i  ada lah  keputusan  

Tata  Usaha  Negara  yang  masih  memer lukan  

perse tu j uan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  keten tuan  Undang- Undang 

Nomor  30 Tahun  2004  dihubungkan  dengan  Pasa l  1 angka  

9  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  dan  pen je l asan  

Pasal  1 angka  3 ser ta  Pasal  2 but i r  c  Undang- Undang  

Nomor  5  Tahun  1986  di  atas  dapat  pu la  d is impu lkan  

bahwa objek  sengketa  a- quo  belum merupakan  Keputusan  

yang  dapat  d iguga t  d i  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

karena  pemberhen t i an  sementara  da lam  putusan  objek  

sengketa  a- quo  belum bers i f a t  f i na l /mas ih  memer lukan  

perse tu j uan  yakn i  masih  harus  di te t apkan  dengan  

keputusan  Menter i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  berdasarkan  

kese lu ruhan  per t imbangan  di  atas ,  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jakar t a  t i dak  berwenang  mengadi l i  sengketa  

a- quo  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -        

Menimbang,  bahwa o leh  karenanya  ekseps i  angka  1 

ten tang  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  t i dak  

berwenang  mengadi l i  sengketa  a- quo  yang  dia jukan  

oleh  Terguga t  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  harus lah  

dinya takan  di te r ima  ;  

Disclaimer
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa  karena  ekseps i  angka  1  dar i  

Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  te l ah  d inya takan  

di te r ima ,  maka Maje l i s  Hakim  t i dak  per lu  lag i  leb ih  

lan ju t  mempert imbangkan  ekseps i  la i nnya  ;  - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  gugatan  

Penggugat  harus lah  dinya takan  t i dak  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  Pengadi l an  Tata  

Usaha  Negara  t i dak  berwenang  mengadi l i  sengke ta  a-

quo,  maka  pemer iksaan  pokok   sengketa  t i dak  per lu  

dipe r t imbangkan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  mengenai  bukt i  para  pihak  

yang  t i dak  dipe r t imbangkan  secara  tegas  da lam 

putusan  in i  d ipandang  t i dak  re levan  dan  

dikesampingkan  akan  te tap i  te tap  di l amp i r kan  dalam 

berkas  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  gugatan  Penggugat  

dinya takan  t i dak  d i t e r ima ,  maka Penggugat  dinya takan  

sebaga i  p ihak  yang  ka lah  dan  dihukum untuk  membayar  

biaya  perkara  yang  besarnya  akan  di ten tukan  dalam 

amar  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal  77 dar i  80 hal  Putusan  Nomor:  43/G/2011 /PTUN- JKT.
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Menginga t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Undang- Undang  Nomor  5   Tahun  1986  ten tang  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  sebaga imana  te lah  diubah  dengan  

Undang- undang  Nomor  9  Tahun  2004  dan  te rakh i r  

dengan  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  2009  ten tang  

perubahan  kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun 

1986 ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Ser ta  pera tu ran - pera tu ran  la i n  yang  berka i t an  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

Mener ima  ekseps i  Tergugat  dan  Tergugat  I I  In te r vens i  

;  - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  gugatan  Penggugat  t i dak  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  in i  

yang  diperh i t u ngkan  sebesar  Rp. 168.000 , -  (se ra tus  

enam  puluh  delapan  r ibu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Demik ian  d ipu tuskan  dalam rapa t  permusyawara tan  

Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jakar ta  

pada  har i   SELASA,            TANGGAL 26 APRIL  2011 

oleh  kami  KASIM,  SH.  sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s  

Disclaimer
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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ser ta  HERMAN BAEHA,  SH. MH. dan  ANDRI    MOSEPA, SH.  

MH.  masing- masing  sebaga i  Hakim  Anggota ,  putusan  

mana  diucapkan  pada  har i  KAMIS,  TANGGAL  28  APRIL  

2011 dalam pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum oleh  

Maje l i s  Hakim te rsebu t ,  dengan  diban tu  o leh  ROSMANI,  

SH.   Sebaga i  Pani te ra  Penggant i  dengan  dihad i r i  o leh  

Kuasa  Hukum Tergugat  dan  Kuasa  Hukum Tergugat  I I  

In te r vens i  dan tanpa  dihad i r i  Penggugat  maupun Kuasa  

Hukumnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  HAKIM-HAKIM ANGGOTA,                  HAKIM KETUA 

MAJELIS,

                T. t .d .  

T. t .d .

HERMAN BAEHA, SH.MH.                          KASIM,  

SH 

               T. t .d .

ANDRI MOSEPA, SH.  MH.

PANITERA PENGGANTI

                                                 T. t

.d .

                                           ROSMANI,  
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SH.

Rinc ian  Biaya  Perkara  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

Pendaf ta ran  ……………………………… :  Rp.    30.000 , -
ATK ………………………………………. :  Rp.    50.000 , -  
Panggi l an  ………………………………… :  Rp.    60.000 , -
Matera i  Putusan  Sela  …………………… :  Rp.      6.000 , -
Redaks i  Putusan  Sela  …..……………… :  Rp.      5.000 , -
Leges  Putusan  Sela  ……………………. :  Rp.  

3.000 , -
Metera i  …………………………………… :  Rp.      6.000 , -
Redaks i  …………………………………… :  Rp.      5.000 , -
Leges  ……………………………………...                         :  Rp.      3.000 , -  

                                    Jumlah  ………………..

:   Rp.  168.000 , -

                                 (se ra tus  enam pu luh  

delapan  r i bu  rup iah ) ;
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